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KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdullilah, puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang
senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada kita semua,
sehingga atas perkenan-Nya penyusunan Laporan APBN Tahun 2020 Triwulan I
dapat diselesaikan. Laporan ini dihajatkan untuk memberikan gambaran terkait
pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBN (Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan) oleh Satuan Kerja pada Pemerintah Provinsi NTB dan
Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBN di
wilayah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020 diselenggarakan oleh 64 Satuan Kerja
(Satker) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.391.342.881.000 yang tersebar pada
45 Program, 130 kegiatan, dan 214 sub kegiatan. Terdiri dari 54 Satker Provinsi
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 346.838.237.000 dan 10 Sakter
Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.504.644.000.

Pada triwulan Il Tahun 2020, sebagian besar Satker mengalami rasionalisasi
anggaran bahkan terdapat 9 satker yang di-nol-kan anggarannya dengan total
rasionalisasi mencapai Rp. 128.402.812.000, sehingga sisa anggaran menjadi
Rp.262.940.069.000 dengan rincian Rp.7.393.734.000 dilaksanakan oleh Satker
lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB dan Rp.255.546.335.000 dilaksanakan
oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang terdiri dari Dana Dekonsentrasi
sebesar Rp.99.220.191.000 dan Dana Tugas Pembantuan sebesar
Rp.156.326.144.000. Adapun realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatannya
sampai triwulan Il secara rata-rata baru mencapai 27,63% dengan realisasi keuangan
sebesar Rp.91.349.991.242 atau 34,74%, dengan rincian kinerja Satker lingkup
Pemerintah Kabupaten/Kota mencapai 34,13% dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.1.822.111.360 atau 24,64%, sedangkan kinerja Satker Lingkup Pemerintah
Provinsi mencapai 24.38% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 89.527.879.882
atau 35,03% yang terdiri atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dana
dekonsentrasi mencapai 21,34% dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.38.109.896.654 atau 38,41% dan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dana
tugas pembantuan mencapai 27,41% dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.51.417.983.228 atau 32,89%.

Rendahnya capaian realisasi dari pelaksanaan dana APBN Tahun 2020 hingga
Triwulan Il (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) secara umum disebabkan
beberapa hal antara lain (1) Masih dalam tahap persiapan berupa penyiapan
administrasi pengelola keuangan pada Satuan Kerja dan persiapan administrasi
lainnya; (2) Masih ada dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) dalam
kategori Blokir; (3) Belum adanya petunjuk teknis terkait pelaksanaan kegiatan dari
Kementerian / Lembaga yang memberikan dana APBN; dan (4) Terdapat adanya
pemotongan anggaran program/kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja untuk
penanganan Covid-19. Meskipun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang telah
selesai dilaksanakan antara lain Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat,
Penyehatan Lingkungan, Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi
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Ternak, Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, Peningkatan Produksi
Pakan Ternak, Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, Pengelolaan Produksi
Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, 'Pembinaan Gizi Masyarakat, dan Pembinaan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Untuk mempercepat pelaksanaan dan penyerapan dana APBN baik pada
Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB, maka disarankan
(1) Memperkuat koordinasi antara Satuan Kerja pelaksana dengan
Kementerian/Lembaga yang memberikan APBN baik dalam penataan administrasi
dan petunjuk teknis yang diperlukan; (2) Melakukan komunikasi dan koordinasi
dengan DJPB Kementerian Keuangan Provinsi NTB terkait dengan administrasi
keuangan; (3) BAPPEDA Provinsi NTB dan BAPPEDA Pemerintah Kabupaten/Kota
se-NTB melakukan pemantauan dan monitoring terhadap seluruh Satuan Kerja di
wilayah kerja masing-masing dan melaporkan secara berkala kepada pihak-pihak
terkait; (4) Satuan Kerja dihimbau untuk terus melakukan pelaporan capaian
pelaksanaan kegiatan kepada Kementerian/Lembaga pemberi APBN, Kementerian
Keuangan maupun BAPPEDA melalui aplikasi yang telah disediakan.

Dalam penyusunan Laporan APBN Tahun 2020 Triwulan II ini tidak luput dari
berbagai kekurangan dan kesalahan, maka dari itu kami haturkan permohonan maaf
serta mengharapkan adanya saran dan kritik, sehingga laporan ini dapat menjadi
acuan dalam upaya perbaikan kinerja pada Satuan Kerja pada triwulan berikutnya.
Akhirnya, semoga Allah subhanahu wata’ala memberkahi dan senantiasa
memberikan pertolongan, petunjuk dan hidayah-nya bagi kita semua

Wabillahi taufiq walhidayah
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, Juli 2020

PEDA Provinsi NTB,

NIP. 19660901 199001 1
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BAB |
PENDARULLAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 9 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan
pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan
umum, dimana urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan
yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota
(sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah). Sedangkan urusan pemerintahan
umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai
kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
diselenggarakan (Pasal 19) sebagai berikut:

a. sendiri oleh Pemerintah Pusat;

b. dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau
kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau;

c. dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Dalam menjalankan pemerintahan di daerah ini, pemerintah daerah memiliki
hak Otonomi daerah Indonesia. Otonomi daerah adalah segala hak, kuasa,
kewenangan dan kewajiban dari daerah otonom dalam rangka mengatur dan
menyelenggarakan sendiri perihal pemerintahan ataupun kepentingan masyarakat
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah ini,
diharapkan pelayanan masyarakat dapat meningkat, begitupun dengan
pengembangan demokrasi. Ketika daerah otonom menjalankan otonomi daerahnya,
daerah tersebut dapat meningkatkan daya saing beserta pemberdayaan
masyarakatnya. Selain itu, otonomi daerah juga dapat menjadikan komunikasi antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi lebih intens. Selanjutnya prinsip
penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangannya

di daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.
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Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua

wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas
desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak
dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan
sekalipun kepada daerah.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam
kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubenur sebagai wakil pemerintah di wilayah
provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil
Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek
rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam
pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di
daerah kabupaten dan kota.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem
dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah
provinsi kepada kabupaten/kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota
kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang
disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung
jawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan
memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan
pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus
didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga.

Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran
kementerian/ lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah
di wilayah propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan
dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang
memberikan pelimpahan. Pelimpahan wewenang hanya sebagai kewenangan
administrasi saja, untuk kewenangan politik tetap di tangan pemerintahan pusat. Jadi
Dekonsentrasi bisa dikatakan sebagai kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi.
Ada beberapa kelebihan dari asas dekonsentrasi diantaranya secara politis eksistensi
dekonsentrasi akan dapat mengurangi keluhan di daerah terhadap kebijakan

pemerintah pusat, memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara
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pemerintah dengan rakyat, kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah dapat

mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat atau nasional di bidang politik,
ekonmi dan administrasi serta dapat menjadi alat yang efektif untuk menjamin
persatuan dan kesatuan nasional. Sementara dana tugas pembantuan merupakan
bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau
kabupaten/kota, dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang
diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang
memberikan penugasan. Sedangkan pemerintah pusat dalam hal ini berwenang dan
berkewajiban memberikan perencanaan umum, petunjuk-petunjuk serta biaya.
Sedangkan perencanaan lebih rinci, khusus mengenai pengawasan dari kegiatan
tersebut dipercayakan kepada pejabat atau aparatur pemerintah pusat yang ada di
daerah. Sehingga berdasarkan pola pertanggungjawaban dan pelaporan
penyelenggaraan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, maka yang menjadi kewajiban

Pemerintah Kabupaten / Kota hanyalah pelaporan tugas pembantuan.

B. DASAR HUKUM
Dasar hukum dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB tahun

anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2020;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pemeritah Tahun 2020;

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.

C. INFORMASI RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan
pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2020-2024. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 ini
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disusun pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019, bersamaan dengan

penyusunan RPJMN 2020-2024. Dengan demikian, penyusunan RKP 2020 masih
mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan diharapkan dapat menjembatani RPJMN
2015-2019 dengan RPJMN 2020-2024.

Penjabaran rencana pembangunan dokumen RKP tahun 2020 dapat
dikelompokkan ke dalam prioritas:
1. Pembangunan Nasional; dan
2. Pembangunan Bidang.

Prioritas Pembangunan Nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam
Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), dan Kegiatan Prioritas (KP) dengan
menjaga ketepatan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap
tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan
penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan
target pembangunan serta dapat terlaksananya evaluasi dan pengendalian
pencapaian sasaran PN secara efektif.

Penjabaran RKP tahun 2020 ke dalam 5 (lima) PN meliputi:

1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;
3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja;
4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; serta
5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.
Sasaran prioritas pembangunan yang menjadi fokus pada tahun 2020

diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

1. Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2020

Kondisi makro ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi di
tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi.
Sasaran ekonomi makro untuk tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2020

Perkiraan Besaran-besaran Pokok

Pertumnbuhan PDR (%) a2 a3 aZ-1a.4a
Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode 3.3 2a-415 20-40
Nilai Tukar Nominal (Rp/USD): Rata-Rata 14.247 15.000 14.000 - 14.500
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Neraca Pembayaran
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%) B.4 i 59-97
Pertumbuhan Impor Nonmigas (%) 19,5 8.0 16-94
Cadangan Devisa (USD milar) 1207 1209 1213 - 1226
- dalam bulan impor (termasuk utang LN Pemerintah) ] 6.4 ad-6.0
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDR) 3.0 28 27-28
Keuangan Negara
Penerimaan Perpajakan (% PDB) 10,24 1110 10.57-1118
Belanja Modal (% PDR) 1.24 118 143 -1.58
Subsidi Energi (% PDB) 1.03 093 0,82 - 0.83
Keseimbangan Primer (% PDR) (0.08) (0.13) 0.00-023
Surplus/Defisit APBN (% PDB) (1.82) (1.84) (.78) - (1a2)
Stok Utang Pemerintah (% PDR) 29,78 30,00 30,10 - 29.40
Investasi
Peringkat Indonesia pada EODR 72 13 Menuju 40
Pertumbuhan Investasi (PMTR) (%) g7 74 BA-73
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp) 7213 833.0 - 870,0 875, - 8403
Target Pembangunan
Tingkat Kemiskinan (%) 98 80-95 8a-9.0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) a,3 48-4872 48-4l
Rasio Gini (nilai) 0.383 0,380 - 0.385 0,375 - 0,380
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (ilai) 71,34 7198 72,4

Sumber: RKPD Tahun 2020

Kerangka besar arah kebijakan ekonomi makro Indonesia untuk tahun 2020
dapat digambarkan dalam skema pada gambar berikut.

Gambar 1. Arah Kebijakan Makro Tahun 2020
MENINGKATKAN PERTUMEBUHAN POTENSIAL INDOMESIA

Transformasi Struktural untuk Pengustan Permintaan Domestik dan
Peningkatan Kesejahteraan Peningkatan Kinerja Perdagangan Internasional
g’ Revitalisasi industri pengolahan Mendorong investasi sebagai ujung tombak

= pertumbuhan ekonomi
Modernisasi partanian
Jw Diversifikasi ekspor demi penguatan stabilitas

MR e aksternal

G A

ﬁ Wenjaga keberlanjutan fiskal dengan tetap

Transformasi sektor jasa memherikan stimulus terhadap parekonomian

Pembangunan
Ekonomi yang

Peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur,

Perbaikan regulasi dan institusi, pendzlaman pasar keuangan Inklusif dan

Berkelanjutan
MENJAGA STABILITAS MAKROEKONOMI

& Menjaga stabilivas harga, ekstemal, dan sekior keuangan

MEMASTIKAN INKLUSIVITAS DAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Mendorong pemerataan antar wilayah dan 0 Mamperluas aksas dan kesempatan
tingkat pendapatan
m@‘ Mandarong penurunan tingkat kemiski nan S Wem pertahankan keselmbangan lingkungan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019
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2. Arah Pengembangan Wilayah

Pengembangan Wilayah pada tahun 2020 bertujuan untuk memacu
pertumbuhan ekonomi wilayah dan sekaligus meningkatkan pemerataan
pembangunan kawasan dan daerah-daerah yang relatif tertinggal, terdepan dan
terluar. Percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah akan diarahkan pada
pengembangan sektor-sektor unggulan, pengembangan jaringan transportasi massal,
penguatan konektivitas yang dapat menciptakan nilai tambah dan pendapatan,
memperluas kesempatan kerja, meningkatkan nilai perdagangan wilayah dan
memperkuat daya saing wilayah.

Percepatan pertumbuhan wilayah dilakukan dengan mengembangkan
kawasan strategis secara terpadu seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan
Industri (KI), kawasan perkotaan (megapolitan dan metropolitan), serta Destinasi
Pariwisata Prioritas (DPP). Pengembangan kawasan perkotaan khususnya kawasan
metropolitan dan kota-kota besar sebagai pusat pertumbuhan wilayah dilakukan
dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik perkotaan dan
memperluas kerjasama antar daerah yang mencakup kota-kota satelit di sekitarnya
dalam pengelolaan transportasi, air bersih dan sanitasi, pengolahan limbah dan
persampahan.

Pemerataan wilayah diarahkan pada peningkatan akses dan mutu pelayanan
dasar, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan
konektivitas yang dapat meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar rakyat, serta
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di kawasan dan daerah yang
relatif tertinggal, terdepan dan terluar. Percepatan pemerataan dilakukan dengan
membangun dan mengembangkan kawasan yang relatif tertinggal, terdepan dan
terluar, serta daerah penyangga (hinterland) seperti kawasan perdesaan, kawasan
perbatasan, kawasan transmigrasi, daerah tertinggal dan kawasan kepulauan dengan
memperhatikan karakter geografis, potensi dan isu strategis wilayah, serta skala
pengembangan wilayah.

Pengembangan wilayah dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) wilayah
pulau/kepulauan, yaitu:

a) Wilayah Sumatera;
b) Wilayah Jawa-Bali,
c) Wilayah Nusa Tenggara,

d) Wilayah Kalimantan,
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e) Wilayah Sulawesi,
f) Wilayah Maluku, dan
g) Wilayah Papua
Sasaran pengembangan wilayah tahun 2020 ditetapkan dengan mendorong
percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa, dengan tetap

menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali.

Tabel 2. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2020

Wilayah 2017 2018 2019 2020
Sumatera 4.3 4.5 4.6 4.9
Jawa-Bali 5.6 5,7 5.7 5.8
Nusa Tenggara 2,1 -0.7 3.4 3,7
Kalimantan 4.3 3,9 5,3 4,1
Sulawesi 7.0 6,7 6,5 7.0
Maluku 6,7 6.3 6.9 6,7
Papua 4.5 7,0 -14.7 6,0

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019

3. Arah Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pengembangan wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan strategis pariwisata, peternakan,
perikanan, dan perkebunan; percepatan pembangunan manusia untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat; serta pemulihan ekonomi pasca bencana NTB.

Pada tahun 2020, pengembangan potensi pariwisata wilayah diarahkan pada
pengembangan klaster dan pariwisata terpadu dengan mengoptimalkan potensi alam
dan budaya lokal. Pengembangan klaster wisata diharapkan dapat meningkatkan skala
ekonomi dan sinergi antar daerah. Pengembangan pariwisata diarahkan untuk
mendukung pengembangan potensi lain yang dimiliki wilayah ini, antara lain peternakan
(sapi, kuda), pertanian (padi, jagung), perkebunan (kopi), serta perikanan. Penguatan
konektivitas, khususnya pelayaran antar pulau dan peningkatan kapasitas pelabuhan
dan bandara akan terus dilakukan untuk mendukung upaya peningkatan arus
wisatawan dan distribusi komoditas unggulan. Pengembangan kawasan perbatasan
dengan Timor Leste di Provinsi NTT selain diarahkan untuk memperkuat kedaulatan

dan kebanggaan nasional juga untuk memfasilitasi perdagangan antar kedua negara.
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Percepatan pembangunan manusia difokuskan pada peningkatan akses

rumah tangga pada pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dan menengah yang
berkualitas. Fokus pengembangan pendidikan juga diarahkan untuk menjawab
kebutuhan atas pendidikan lifeskills dan vokasional untuk menunjang sektor-sektor
strategis wilayah.

Wilayah Nusa Tenggara termasuk wilayah dengan risiko bencana dan
perubahan iklim yang sangat tinggi khususnya gempa bumi, tsunami, tanah longsor,
kekeringan, dan banijir. Oleh sebab itu, pada tahun 2020 upaya pengurangan risiko
bencana dilakukan dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan
kesiapsiagaan masyarakat, peningkatan fungsi sistem peringatan dini, peningkatan
kerjasama pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi dan masyarakat. Prioritas
mitigasi bencana diarahkan pada kawasan-kawasan strategis pariwisata nasional dan
kota-kota utama dengan tingkat kepadatan relatif tinggi. Selain itu, upaya pemulihan
kembali pascabencana di Nusa Tenggara Barat dan daerah terdampak lainnya akan
terus dilanjutkan dan diperkuat.

Sasaran utama pengembangan wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2020:

(i) Memacu pertumbuhan ekonomi wilayah;

(i) Mempercepat penurunan kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan;
(i) Memperluas kesempatan kerja; serta

(iv) Meningkatkan pembangunan manusia,

Target dari sasaran yang diuraikan di atas dapat ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Wilayah 2017 2018 2019 2020
LPE (%%) 2,1 -0,7 3,4 3,7
Kemiskinan (%) 18,3 17.9 17.7 15.8
TPT (%) 3,3 3,3 3,2 3,0

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019

Pengembangan wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2020 diprioritaskan antara
lain pada:
a. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Lombok — Mandalika
(termasuk KEK Mandalika), dan Labuhan Bajo;
b. Peningkatan pendidikan vokasional pariwisata, pertanian, perikanan, dan

peternakan;
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c. Penguatan konektivitas antarpulau untuk mendukung industri peternakan,

perikanan, dan pariwisata; serta

d. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan, tertinggal dan perbatasan.

4. Tema dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Visi pembangunan nasional 2020-2024 berdasarkan visi dan misi dari Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode Tahun 2019-2024 Joko Widodo -

Ma’ruf Amin adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini diwujudkan melalui sembilan

Misi Pembangunan, sebagai berikut: (1) peningkatan kualitas manusia Indonesia; (2)

struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (3) pembangunan yang

merata dan berkeadilan; (4) mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5)

kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (6) penegakan sistem

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (7) perlindungan bagi

segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (8) pengelolaan

pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; serta (9) sinergi pemerintah daerah

dalam kerangka Negara Kesatuan.

Gambar 2. Misi Pembangunan Nasional 2020 - 2024

v, i

Meningkatkan kualitas Struktur ekonomi yang
manusia Indonesia produktif, r_nandm, dan
berdaya saing

0 M

¢ : Kemajuan budaya yan
iancaps) lengiungan hidup menclerminkan lv<epvrib§dian
yang berkelanjutan bangsa

\ <

) il
Perlindungan bagi segenap Pengelolaan pemerintahan
bangsa dan memberikan rasa yang bersih, efektif, dan
aman pada seluruh warga terpercaya

Pembangunan yang merata
dan berkeadilan

s

Penegakan sistem hukum yang
bebas korupsi, bermartabat,
dan terpercaya

L
5C0
™

Sinergi pemerintah daerah
dalam kerangka Negara

Kesatuan

Sumber: RKP Tahun 2020
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RKP 2020 merupakan RKP tahun pertama dari pelaksanaan RPIJMN 2020-

2024, dan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia. Tema RKP

2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan
Berkualitas”.

Sesuai dengan visi pembangunan, “Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, RKP 2020
diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi,
pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan sebagaimana

pada tabel berikut.

Tabel 4. Indikator Pembangunan Tahun 2020

Pertumbuhan ekonomi (%5) 2.2 - 5.5
Tinglkat pengangpuran terbulca (%) 4.8 -5.1
Angla kemiskinan (%) 8.5-9.0
Rasio gini (indelks) 0,375 — 0,380
Indeks pembangunan marnusia (IPM) 72,51

Sumber: RKP Tahun 2020

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai, maka
arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP 2020 utamanya akan
berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah,
yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Untuk
mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan
ke dalam lima Prioritas Nasional, yaitu:

(1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;

(2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;

(3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja;
(4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; dan
(5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Kelima Prioritas Nasional tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam
beberapa Program Prioritas yang masing-masing dijabarkan lebih lanjut dalam

beberapa Kegiatan Prioritas.
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Gambar 3. Arah KebijaTkEa'l\;l\APembangunan Tahun 2020
“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”

Pembangunan Stabilitas
Manusia dan

< Pertahanan dan
Pengentasan . Keamanan
Kemiskinan K
\\\
‘ Infrastruktur

dan NilaiTambah = Ketahanan Pangan,
Pemerataan Sektor Riil, Air, Energi dan
Industrialisasi | Lingkungan Hidup

Wilayah dan Kesempatan
Kerja

5. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020
Untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun
2020, Pemerintah mengambil langkah kebijakan yang dituangkan dalam 5 Prioritas

Nasional, yang akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

a) Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan ditujukan untuk
meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat Indonesia dalam
menghadapi tantangan perubahan kondisi global termasuk perkembangan
teknologi. Kebijakan pembangunan manusia secara umum akan diarahkan pada
tiga strategi: penguatan dan perluasan akses penduduk terhadap layanan dasar
dan perlindungan sosial, peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, serta
penguatan karakter dan kebudayaan.

Sasaran pembangunan manusia adalah meningkatnya kualitas sumber
daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Pembangunan
Manusia dan Indeks Pembangunan Pemuda. Sementara itu, pengentasan
kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan

masyarakat, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Laporan APBN Tahun 2020 Triwulan Il 11



Laporan APBN Tahun 2020 Triwulan I

Tabel 5. Sasaran dan Indikator PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan

Kemiskinan
Sasaran/Indikator Satuan 2017 20189 2019
1. Meningkatnya kualitas SDM Indonesia sebagai individu maupun sebagai komponen dari
masyarakat
a. Indeks Pembangunan Nilai 70,81 71,39 71,98 72,51
Manusia (IPM)
b. Indeks Pembangunan Nilai 49,33 51,50 54,67 55,33
Pemuda (IPP)
2. | Meningkatnya dan meratanya kesejahteraan masyarakat =
a. Tingkat kemiskinan Persen 10,12 9,66 8,5-9.5 8,590
b. Gini Rasio Nilai 0,393 0,384 0,380-0,385 0,375-0,380

Sumber:; RKP Tahun 2020

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian
sasaran PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan akan dilakukan
melalui lima Program Prioritas, yaitu: (1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola
Kependudukan; (2) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan; (3)
Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi;
(4) Pengentasan Kemiskinan; dan (5) Revolusi Mental, Pembangunan

Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa.

Gambar 4. Kerangka PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

@ PRIORITAS NASIONAL
@ PROGRAM PRIORITAS

Sumber: RKP Tahun 2020
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1) Program Prioritas Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan

Pelaksanaan perlindungan sosial masih dihadapkan pada beberapa
permasalahan. Perluasan kepesertaan jaminan sosial terutama dari kelompok
pekerja informal cenderung melambat. Bantuan sosial juga belum sepenuhnya
menjangkau penduduk yang terkendala dokumen kependudukan seperti
sebagian penyandang disabilitas dan kelompok yang termarjinalkan. Basis
Data Terpadu (BDT) belum menjadi acuan pemerintah daerah dalam
melakukan intervensi terhadap penduduk miskin dan rentan. Selain itu,
perlindungan sosial yang adaptif terhadap perubahan kondisi katastropik di
lapangan juga belum sepenuhnya berkembang.

Sasaran dan indikator PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola

Kependudukan tercantum pada tabel berikut.

Tabel 6. Sasaran dan Indikator PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola
Kependudukan

NO SASARAN/INDIKATOR SATUAN 2017 2018 2013 2020

a. Persentase penduduk yang tercakup dalam program % 7.8 8.7 78.8 aa
perlindungan sosial
b.  Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang % B4.4 fa.2 68 a
memperoleh bantuan sosial pemerintah

Persentase penduduk yang memiliki Nomor Induk % 969 93.8 98 100
Kependudukan (NIK)

a. Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas % N/A 1498 140 13.0
b. Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia % 1310 12.29 12.0 110
Sumber: RKP Tahun 2020

Program Prioritas Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
diwujudkan melalui 6 (enam) Kegiatan Prioritas (KP), seperti digambarkan
pada Gambar 4.2, yaitu: (1) Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan
Peningkatan Kepesertaan Mandiri; (2) Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat
Sasaran; (3) Kesejahteraan Sosial; (4) Penguatan Sistem Layanan Terpadu
dan Pendampingan; (5) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan; dan
(6) Integrasi Sistem Admistrasi Kependudukan.

Sasaran masing-masing KP dari PP Perlindungan Sosial dan Tata

Kelola Kependudukan sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 7. Sasaran dan Indikator KP dari PP Perlindungan Sosial dan Tata
Kelola Kependudukan

NO | KEGIATAN PRIORITAS SASARAN / INDIKATOR TARGET SATUAN LOKAS! K/L PELAKSANA

| Sistem Jaminan Meningkatnya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Sosial Bidang
Sosial Nasional Ketenagakerjaan

Dengan Peningkatan
Kepesertaan Mandiri

a. Persentase penduduk 8a % Pusat o Kemenkes
yang tercakup dalam o Kemenko PMK
program JKN

b.  Jumlah Penerima Bantuan 107.2 Jiwa 34 Provinsi | e Kemenkes
[uran (PBI) Jaminan Juta o Kemensos
Kesehatan Nasional dari o Kemenko PMK
40 persen penduduk
berpendapatan terbawah

c. Persentase pekerja yang 39 % Pusat o Kemenko PMK
tercakup dalam program o KKP
Jaminan Sosial Ridang o Kemenaker
Ketenagakerjaan
7 | Bantuan Sosial dan | Meningkatnya komplementaritas program bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran yang diterima oleh
Subsidi Tepat penduduk miskin dan rentan
Sasaran

a. Jumlah keluarga penerima 10 juta KPM 34 Provinsi
manfaat (KPM) yang
memperaleh bantuan
Program Keluarga Harapan
(PKH

b. Jumlah Keluarga 12,6 KPM 34 Provinsi
Penerima Manfaat (KPM) juta
yang memperaoleh
Bantuan Pangan melalui
Kartu Sembako Murah

Kemensos

c. Jumlah siswa miskin SD, 179 (rang 34 Kemendikbud
SMP, SMA/SMK yang juta Provinsi
memperoleh bantuan
pendidikan melalui Kartu
Indonesia Pintar (KIF)

d. Jumlah siswa miskin 22 juta (rang 34 Kemenag
MI/MTs/MA /Ula/ Provinsi
Wustha/Ulya/ SDTK
/SMPTK/ SMAK/ SMTK
yang memperaleh bantuan
pendidikan melalui KIP

e. Jumlah kepala keluarga 314 KM 34 Provinsi
Miskin dan tidak mampu juta
sesuai dengan data
terpadu yang memperoleh o Kemen ESDM

subsidi listrik daya 420 VA
dan 300 VA

f. Jumlah kepala keluarga 314 KPM 34 Provinsi
yang memperoleh subsidi juta
elpiji 3 kg

o Kemensos

g. Jumlah mahasiswa a36.763 (rang 34 o Kemenristekdikti
penerima bantuan Provinsi | e Kemenag

Bidikmisi

3 | Kesejahteraan Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial
Sosial

a. Jumlah penyandang 325.000 Jiwa 34 o Kemendikbud
disabilitas yang memiliki Provinsi | e Kemenag
akses terhadap layanan
pendidikan dasar
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NO  KEGIATAN FRIORITAS SASARAN / INDIKATOR TARGET SATUAN LOKASI K/L PELAKSANA

b. Jumlah K/L dan Pemda yany 10 K/L dan 34 o Kemendagri
memperkerjakan Pemda Provinsi | o Kemen PANRB
penyandang disabilitas o BKN

c. Jumlah perusahaan swasta alo Perusahaan 34 Kemenaker
yang mempekerjakan Provinsi
penyandang disabilitas

d. Jumlah penyandan 432,000 Jiwa 34 Kemensas
disabilitas yang Provinsi

mendapatkan bantuan
kesejahteraan sosial

e. Jumlah literasi khusus bagi| ~ 47.000 Eksemplar Pusat Kemensos
penyandang disabilitas Netr
f. Jumlah lanjut usia yang 30.200 Jiwa 34 Kemensos
mendapatkan bantuan Provinsi
kesejahteraan sosial
g. Jumlah keluarga Komunitas| ~ 2.a00 Kepala 77 Kemensos
Adat yang memperoleh Keluarga Provinsi
pemberdayaan
h. Jumlah orang dengan 1.300 Jiwa 34 Kemensos
HIV/AIDS yang memperoleh Provinsi
rehabilitasi sosial
4 | Penguatan Sistem Meningkatnya Pendampingan dan Layanan Dasar Terpadu bagi Seluruh Penduduk
Layanan Terpadu Dan
Pendampingan
a. Jumlah Kabupaten /Kota 420 Kab/Kota 34 Kemensos
yang melakukan verifikasi Provinsi

validasi data terhadap
penduduk miskin dan rentan

b. Jumlah Daerah yang 180 Kab/Kota 34 Kemensos
menyelenggarakan Sistem Provinsi
Layanan dan Rujukan
Terpadu
c. Jumlah daerah yang al8 Kab/Kota 34 o Kemendagri
mengesahkan peraturan Provinsi | o Kemendikbud
terkait dengan penerapan o Kemenkes
SPM e Kemensos
e Kemen PUPR
o Pemda
d. Jumlah pendamping yang 15.000 Pendamping 34 Kemensos
memperoleh Pelatihan Provinsi

Pertemuan Peningkatan
Kemampuan Keluarga
e. Jumlah potensi sumber 13.201 Pendamping 34 Kemensos
kesejahteraan sosial yang Provinsi
memperoleh pemberdayaan
tingkat kecamatan dan desa
f. Jumlah desa yang 74.9a7 Desa 33 Provinsi | Kemendes PDTT
memperaleh pendampingan
pada proses perencanaan
dan pelaporan pembangunar

desa

g. Jumlah SDM Kesejahteraan 30.000 Pendamping 34 o Kemensos
Sosial yang telah Provinsi | e Kementan
dikembangkan profesinya

h. Jumlah lembaga 3.000 Lembaga 34 Kemensos
kesejahteraan sosial yang Provinsi
terakreditasi

i. Jumlah konselor Adiksiyang ~ 3.000 Jdiwa 34 Kemensos
memperoleh pelatihan Provinsi

a | Percepatan Cakupan | Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan

Administrasi
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NO  KEGIATAN FRIORITAS SASARAN / INDIKATOR TARGET SATUAN LOKASI K/L PELAKSANA
Kependudukan

a. Persentase cakupan 92 % Pusat e Kemendagri
kepemilikan akta kelahiran o Kemen PPPA
pada penduduk usia 0-17 o MA
tahun

b. Persentase cakupan 20 % Pusat o Kemendagri
kepemilikan akta kematian o Kemenkes

atas peristiwa kematian di
fasilitas kesehatan

t. Persentase cakupan 20 % Pusat o Kemendagri
kepemilikan buku nikah dan o Kemenag
akta perkawinan bagi o MA
pasangan yang menikah

d. Persentase cakupan 20 % Pusat e Kemendagri
kepemilikan akta e Kemenag
perceraian bagi pasangan o MA

yang sudah bercerai

B | IntegrasiSistem Menguatnya integrasi sistem administrasi kependudukan
Administrasi
Kependudukan
Jumlah K/L yang 4 K/L Pusat e Kemendagri
mengintegrasikan data o BPS

dengan data administrasi
kependudukan berbasis NIK
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

2) Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Status kesehatan masyarakat membaik, namun masih dihadapkan pada
beberapa tantangan. Angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi stunting
masih tinggi. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS, TB, dan malaria)
masih tinggi serta faktor resiko penyakit tidak menular, seperti obesitas,
merokok, dan tekanan darah tinggi menunjukkan kecenderungan meningkat.
Selain itu, kinerja sistem kesehatan dan pemerataan akses pelayanan
kesehatan masih memerlukan peningkatan.

Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
akan diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan
pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya
promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.
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Tabel 8. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan

Kesehatan
NO SASARAN/INDIKATOR SATUAN 2017 2018 2013 2020
a. Prevalensi stunting/ pendek dan sangat pendek pada % . : 2710
balita
b. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia [2- % N/A ald N/A B4
23 bulan
t. Prevalensi wasting/kurus dan sangat kurus pada balita % 10,6 10.2 945 8.08
d. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) Per wanita usia 2728 213 211 210
subur (13-43 tahun)
e. Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern % a1.20 N/A B1.36 B1.78
(Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
f. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) %

a. Insidensi HIV Per 1.000
penduduk yang
tidak terinfeksi
HIV
b. Insidensi T8 Per 100.000 319 316 313 7
penduduk
c. Persentase merokok penduduk usia 10-I8 tahun % N/A q) N/A q)
d. Jumlah kabupaten/kata yang mencapai eliminasi Kabupaten/Kota 272 285 300 3l
malaria
a. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama % 26 44 a3 60
terakreditasi
b. Persentase rumah sakit terakreditasi % a3 A0 70 Ta
t. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan % 19,02 23 24,34 3a
sesuai standar
d. Persentase puskesmas tanpa dokter % 16.31 Ia 13 12
e. Persentase obat yang memenuhi syarat % N/A 804 94 82.8
f. Persentase makanan yang memenuhi syarat % N/A l 0. T4

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
dilakukan melalui 5 (lima) KP, yaitu: (1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak,
Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi; (2) Percepatan
Perbaikan Gizi Masyarakat; (3) Peningkatan Pengendalian Penyakit; (4)
Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan (5) Penguatan
Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.

Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Akses dan Mutu

Pelayanan Kesehatan seperti pada tabel berikut.
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Tabel 9. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan

NO  KEGIATAN FRIORITAS SASARAN / INDIKATOR TARGET SATUAN LOKASI K/L PELAKSANA
| Peningkatan Kesehatar Meningkatnya kesehatan ibu dan anak, KB, serta kesehatan reproduksi
|bu, Anak, Keluarga
Berencana (KB), dan
Kesehatan Reproduksi
a. Persentase persalinan di fasilitas 87 % 34 Provinsi | Kemenkes
kesehatan
b. Persentase kunjungan neanatal 8h % 34 Provinsi | Kemenkes
t. Jumlah fasilitas kesehatan yang 18.786 Fasilitas | 34 Provinsi | BKKBN
mendapat jaminan ketersediaan Pelayanan
alat dan obat kontrasepsi Kesehatan
2 | Percepatan Meningkatnya percepatan perbaikan gizi masyarakat
Perbaikan Gizi
Masyarakat
a. Persentase ibu hamil kurang energi 16 % 34 Provinsi o Kemenkes
kronik (KEK) o Kementan
b. Persentase bayi usia kurang dari B 40 % 34 Provinsi o Kemendaari
bulan mendapat AS| Eksklusif g
3 | Peningkatan Meningkatnya pengendalian penyakit
Pengendalian
Penyakit
a. Gakupan penemuan dan 80 % 34 Provinsi | Kemenkes
pengobatan TR (TBC treatment
CoVerage
b. Jumlah kabupaten/kota yang 4BB Kabupaten 4BB
mencapai APl kurang dari | per /Kota Kabupaten
1.000 penduduk /Kota
t. Jumlah kabupaten/kota yang a2 Kabupaten N/A
memiliki cakupan deteksi dini /Kota
faktor resiko PTM minimal 80%
d. Pekerja yang mendapatkan 3.000 Pekerja Pusat Kemenaker
peningkatan pelayanan kualitas
kesehatan di tempat kerja
e. Persentase orang dengan HIV/AIDS 23 % Kemenkes
yang menjalani terapi ARV (ODHA
on ART)
4 | Penguatan Gerakan | Menguatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam rangka mencegah penyakit tidak menular
Masyarakat Hidup
Sehat (Germas)
a. Persentase desa/kelurahan stop 40 % 34 o Kemenkes
buang air besar sembarangan (SBS) Provinsi | o Kemendikbud
b. Persentase kabupaten/kota yang 30 % 34 o Kemenag
menerapkan kebijakan Germas Provinsi | e Kemendagri
t. Persentase kabupaten/kota sehat 20 % 34 o /L terkait lainnya
Provinsi
d. Jumlah pekerja yang mendapatkan 2.a00 Pekerja Pusat Kemenaker
peningkatan pelayanan kualitas
kesehatan di tempat kerja
a | Penguatan Sistem Meningkatnya pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan
Kesehatan dan
Pengawasan (bat dan
Makanan
a. Jumlah tenaga kesehatan pada 4386 Orang 27 Kemenkes
penugasan khusus secara individu Provinsi
b. Persentase puskesmas dengan 86,6 % 34
ketersediaan obat esensial Provinsi
t. Jumlah kabupaten/kota yang telah aa Kabupaten 10
melakukan perbaikan tata kelola /Kota Kabupaten
pembangunan kesehatan /Kota
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NO | KEGIATAN PRIORITAS SASARAN / INDIKATOR TARGET SATUAN LOKAS! K/L PELAKSANA

d. Persentase sampel makanan yang Ta % 34 Provinsi | BPOM
diperiksa sesuai standar dan
memenuhi syarat

e. Persentase sampel obat, obat 8 % 34 Provinsi
tradisional, knsmetik dan suplemen
kesehatan yang diperiksa sesuai
standar dan memenuhi syarat

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

3) Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan
Pengembangan IPTEK-Inovasi

Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan merata perlu
diupayakan untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas di
seluruh wilayah Indonesia. Pendidikan yang berkualitas dapat diwujudkan
melalui peningkatan kualitas pendidik, penguatan kelembagaan satuan
pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran dan penguatan literasi.
Layanan pendidikan yang berkualitas juga wajib menjangkau seluruh wilayah
di Indonesia melalui penyediaan pendidik di seluruh satuan pendidikan, selain
itu perlu juga dilakukan penyediaan afirmasi pendidikan dalam rangka
mempercepat akses pendidikan di daerah 3T maupun mendorong penduduk
usia sekolah yang tidak bersekolah agar kembali bersekolah. Sementara itu,
peningkatan kapabilitas adopsi Iptek dan penciptaan inovasi juga menjadi
agenda penting dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia
yang berdaya saing di era knowledge economy saat ini.

Sasaran yang ingin dicapai melalui PP Pemerataan Layanan Pendidikan
Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi adalah meningkatnya partisipasi
dan kualitas pendidikan, dengan indikator dan target seperti terdapat pada
tabel berikut.
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Tabel 10. Sasaran dan Indikator PP Pemerataan Layanan Pendidikan
Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi

No. Sasaran (Indikator Satuan 20171 2018  2019% 2020

1 | Meningkatnya Partisipa=i Pendidikan

8. Fata-rata Lama Sekolah Tahun 845 8,57 8,70 §,a2

b. Harapan Lama Sekolah Tahun 12,85 13,03 13,20 13,04

c. Angka Partizipasi Kasar (APE) Persen 34,36 40,70 42,77 44 84
PAUD **+)

d. Anpia Partizipasi Kasar (APE) Persen 108,50 107,37 107,34 107,12
5D/ M1/ sederajat

e Angka Partizipaszi Kazar (APE) Perzen 20,23 91,37 92,05 92,73
SMP/MTs/ sederajat

f. Angka Partizipaszi Kazar (APE) Perzen 79,12 79,90 80,78 81,52
SMA/SME/MA/ sedergjat

g Angka Partizipaszi Kazar (APE) PT Perzen 28,93 31,61 33,39 35,26

b Angla Melek Huraf (AMH) persen 95,50 95,95 96,40 96,85

penduduk usia 15 tahun keatas
3 Menmekatrnya Kualitas Pendidikan

a.Persentaze TE/RA/BA yang Perzen 10,1 13,6 17,2 216
kerakreditasi minimal B

b.Persentase 5D/ MI/Sederajat Persen 76,8 78,7 20,6 4.4
yang berakreditasi minimal B

c. Persentase SMP/MTs/ Sedersjat Persen 70,1 729 75,7 81,3
yang berakreditasi minimal B

d.Persentaze SMA/SME/MA/ Persen 71,0 734 75,8 80,56
Sedersjat yang berakreditaszi
minimal B

e. Persentacze prodi PT yang Perzen 51,1 53,9 589 63,9

kberaloreditazi minimal B %)
5. | Meningkatnya Kapabilitas Adopsi Iptek dan Penciptasan Inovasi SDM Indonesia

Peringkat Global Innovation hdex Peringkat 87 85 &4 80-34
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Sasaran masing-masing KP dari PP Pemerataan Layanan Pendidikan
Berkualitas dan  Pengembangan  Iptek-lnovasi  disusun  dengan
mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang dilaksanakan

menjadi lebih efektif seperti pada tabel berikut.
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Tabel 11. Sasaran dan Indikator KP dari PP Pemerataan Layanan Pendidikan
Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi

No Eegiatan Sasaram

Prioritas Indikator Target Satnan Lokasi K/L Pelaksana
1. | Peningkatan Meningkatnya Sekolah/Madrasah / Sedersjat yang menerapkan Kurikulum
Kualitas 2013 dan meningkatnys rata-rata nilai sikap siswa
Pengajaran dan
Cara
Pembelajaran
a. Proporsi sekolah 100 Persen 34 * Hemendilkbud
madrasah Provinsi |* Kemenag
menerapkan * HKemendagri
Kurikulum 2013 + Permnda
b. Pain-moia mdles Fede Hikeep
skrp siswn
el haile
remg
el AECST-
o Ko paiam= 573 Farzam
msenbace
* Kormpaiame 26,5 Farzas
matermatko,
] I:-—.]:-'I-:u:l L T Farears
s
2 Aoy Ao = T 1 pandsdilon=s di dossokh IT dos dosoch decgoms.
Palol=ormcem
ok Balogor 13
Tt
@ hemlnks Anols 3= Aol Diosrek: & Hacmasmdicr-ad
T - OT) dem | = & =
= ID,B:I-“._‘L * Hamma=m ESTRL
B. Amgl= 1 f = Farsarm deamper ¢ Hesssloomamis
Eazos [AFE PALD Anolk -
dneroh IT Tedsle * Hazmam PUFE
& FLN
e Amglem Fesrt=mpned 11 =3 Farsarm Salaslch s B .
EDi/LI) 5 5 Tizges = P ]
d: Dlmarceh 3T * Hamasorismlediles
d. Amglem Fert=mjne 1.9 Farsas
BRI /R T=
Eadarajat &
Cowrok 3T
# Amgls Pers=mned &3.31 Farsars
EliA FELTE )
BLS F Esdaroas g
Cosrok 3T
£ Amglem Fert=—mne: 21,22 Farsas
PR FT &
heer Joom
3 Paxirgloasors TarmsdinTm-n pacdsdil yooy bearioaniicns doe terdistrbealn=reyn e es
Eoanhhcs modwanm DeCOrT. Tmasnis
Pampalcloor dox
Famsoporom
Pamdidils deox
T
Kapandsdilo=
- Fhlm soso-reso. 2.0 Frer ma R T T S ——
1 T - = i | ® I
pandsdilc . i :
b. Hilm motao-roin . = Hammam FANRHR
- . a3.+0 Pz
I=masjn pardidde
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
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4) Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan pada Maret 2018 sudah mencapai satu digit, yaitu
9,82 persen dan kembali turun pada September 2018 menjadi 9,66 persen atau
sebanyak 25,67 juta jiwa penduduk di bawah garis kemiskinan. Meskipun terus
menurun, permasalahan lainnya adalah masih tingginya penduduk rentan yang
mudah untuk jatuh miskin kembali. Upaya membuat mereka berdaya secara
ekonomi perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan mereka sehingga
tidak bergantung hanya kepada bantuan pemerintah.

Sasaran dan indikator PP Pengentasan Kemiskinan tercantum pada
tabel berikut.

Tabel 12. Sasaran dan Indikator PP Pengentasan Kemiskinan
No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018%) 2019%) 2020%%)

1. Meningkatnya pendudul miskin dan rentan yang berdaya secara ekonomi

a. Persentase rumah tangga miskin Persen 28,1 27,9 30 32
dan rentan yang memiliki aset
produlctif

b. Persentase rumah tangga miskin Persen 20,9 25,6 30 35

dan rentan yang mengalkses
pendanan usaha

Sumber: Susenas Maret 2018 (diolah Bappenas)

Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan diwujudkan melalui empat
KP, vyaitu: (1) Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga; (2) Keperantaraan
Usaha dan Dampak Sosial; (3) Peningkatan Akses Pembiayaan Ultra Mikro;
dan (4) Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

Sasaran masing-masing KP dari PP Pengentasan Kemiskinan disusun
dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang

dilaksanakan menjadi lebih efektif, sebagaimana dapat dilihat pada tabel ini.

Tabel 13. Sasaran dan Indikator KP dari PP Pengentasan Kemiskinan

Kegiatan . . K/L
No Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi Pelaksana
1.  Akselerasi Meningkatnya ketahanan elkonomi keluarga miskin dan rentan
Penguatan
Ekonomi
Keluarga
a.Jumlah keluarga 500.000 Pasangan 34 Kemenag
yang mendapatkan Provinsi
bimbingan
perkawinan
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Na P Target Botmaxn Lokeaxs Pudal
k. Jumnlok leshucagm, 1L 500 Hapaln 14 Kamanez
marmyarclsh modal
don palxihon
wenba
2.  Keparomiosoon | Memmplatms produlkshcs: usako kalompok smizicn den resion
Uzcha dem
Dampak Saziol
a. Jumlok lsrjascann, 25000 Kalazgrgs |34 Provima | «EKFFU
Fomi v *Eamumeen
lewparemiorann FRamannlkar
wsohn *Kammamleop
TR
#Kammam
FFH{
Bopramas
k. Jumlok pabor, 114. 500 Crang |34 Fromimd | «KFPU
raloyar, dan - .
UMM yorg *Hemempare
disirglezalons, # Hamsmleop:
lopamione TEM
wsokomym
& Jumlok Dazx yemg e Ciazn 33 Provmo | Kasmamdas
=it AU D s [Umiz] FOTT
J=ng
dilcazmbarginn
umtuk mandulamy
Produk Ungpulen
Ciaza tarmenuk d=
Ciazz Wizoba
d. Jhumloh durss 179 Cuma | M Prormo | Kssmaosnon
wsokha yemy okt Uzaka Somal
dolo=
FAR AT Tnon,
Jeazwyokiwrnom
pominl
l. Fezirgeeine Masmimplamrs colupen panduduk meelem don sepsan ooy dopos mangpienas
Alezmz doma ulkn mlao
FPembinynon
e bl
o Jumlnk palakoa 2.1 uin Crong 3 PFrommn | Ka=manlowa
wenhn ulen milors
b Jumloh lelme 19 Laokesi | 10 Provima | Ksmaoog
yary mandapatlan
anloet den wogynf
produlkst
HAgraria den Pemozdaoten Tonch [P4T)|, sasto macnglados pandopoian den kszsjokisrnom
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. EL
= = Eamren (Indakater Tacget Eatuan Lokasa
Proomrtas Falaksomn

e Luar keomezon 130000 Hakinrw |2E Frovimo | KLHE

k. Jumlah eddany Lo e Hidomg |33 Provima | Kemnan
i ATR,BFN
Hideo=g

J J i 33 Frormo | KEazmam
temok yong ATEEFH

dl. Jursleh mmeym- 176 Eslommpale | 3] Froeima | Keman
rolont pamAnisn mazyo- ATE/EFH
rakn:

u. Luns huten yocg SO0.000 Halsnzs | 3] Provima | KLHE

£ Jumlch oilomrek 1.0 Kalempak | 33 Provima | KLHE

g Jumlzh RUE i Crumg |34 Provinn | KIHK

b. Lans kemmeon 5000000 Halzors |34 Frommo | ELHE
butan yong talok

L Luozem Temok 15008 Haltors | 10 Frormmo | Kecoeamdas
Sehaon FOTT
Tromsmigros yoog
dnalinngs :
tasibdtzra 5K HFL

- Bidemng Tomak yong 2E.000 Bidemg | Haandas
didmriliene Ecobupatsn | FOTT
Sarafilmi ok
Lk gie Temoh
Tromsmigron

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
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5) Program Prioritas Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan dan

Prestasi Bangsa

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan memiliki kedudukan
sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-
bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi
dengan bangsa-bangsa lain. Kebudayaan dan sikap mental merupakan
penanda yang menegaskan identitas dan jati diri suatu bangsa, yang tercermin
pada karakter dan mental individu dan masyarakat. Mentalitas disiplin, etos
kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih merupakan
karakter dan sikap mental yang diperlukan untuk meningkatkan prestasi
bangsa. PP Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi
Bangsa pada tahun 2020 akan diarahkan untuk mencapai sasaran
sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14. Sasaran dan Indikator PP Revolusi Mental, Pembangunan
Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa
No. Sasaran /Indikator Satuan 20179 20181 2019*) 2020

1. Meningkatnya pemajuan kebudsyaan dalam memperiuluh ketahanan budsya dan

kerukunan

&. Indeks Pembangunan Nilai HfA E3,74 Meningkat | Meningkat
Kebud syaan

b. Indeks Kerukunan Umat Nilai 72,27 NfA Nfa Meninglkat
Eersgama

2 Meningkatnya kualitas keluarga, analk, perempuan dan pemuda

a. Indeks Komposit Nilai 67,9 Meningkat | Meningkat | Meninglkat
Kessjahtersan Anak [TKHEA)

b. Proporsi Perempusan 20-24 Persen 11,54 11,21 10,59 10,19

Tahun yang Menikah
Sebelum 18 Tahun

c. Prevalensi kelkerasan Pearsen 9,40 Merurun Menurun Menurun
terhadap perempuan wsia 12016)
15-64 tahun di 12 bulan
terakhir

d. Persentase pemuda Persen 5,86 6,36 Meningkat | Meningkat
berumur 16-30 tahun yang [2015)
mengikuti kegiatan
organisasi dalam tiga bulan
terakhir

&, Median Usis Kawin Tahun 218 N/A 219 219
Pertama Perempusn

5. Meningkatnya prestasi clahraga di internasional

A. Jumlah perolehan medali Medali 1 NfA NfA 2
emas pada Olympic Games EMAS (2016)
2020

k. Jumlah perolehan medali Medali o Nfa NfA 1
emas pada Paralympic EMAS (2016)
Cames 2020

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Laporan APBN Tahun 2020 Triwulan I 27



Laporan APBN Tahun 2020 Triwulan I
PP Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa

dijabarkan dalam 7 (tujuh) KP, yaitu: (1) Revolusi Mental dan Pembinaan
Ideologi Pancasila; (2) Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan; (3) Penguatan
Moderasi Beragama, (4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas;
(5) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Perempuan, dan Pemuda; (6)
Peningkatan Kualitas Keluarga; dan (7) Peningkatan Prestasi Olahraga. Sasaran
masing-masing KP dari PP Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan

Prestasi Bangsa adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 15. Sasaran dan Indikator KP dari PP Revolusi Mental, Pembangunan
Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa

“_- -
. = Sasaran fIndikator
Ho Target Satuan Lokasi H/L Pelaksana

1. Reralusi Samalkin manpnyva intarnalisasc nilai ecencial revolusi mental [inteeritas, atos kerja.
Mantal dan gotwong royong] untuk memperiuioah karaicer dan jad din bangsa
Fambinasn
dealog
Pancacila
a. Funguatan dan -] Gugs tugas Fusat Hamankas PRIE
pangern ba ngnn. GHRM

Macional Fevolusl
Mantal ({GHEM)|
b. Funguatan pusat- 15 Frovinsi Frovinci | Kamanko FRE
parubahan GHRM di
dagrah

. Layanan disaminasi 4 Layanan Pusat Eamanko PRIE
GHNEM pada
masyarakcat

d. Jumlah siswa yang 45 484 Sz Provinsif | Eamandikbuod
mendapatican Kab/Kata
pandidikan karaktar
bangza

& Jumiah laboratorham 1.000 rnit Frovinsif = HKamandikbuod

knbhindkaan bahasa laboratorium | Kab/Eota
dan sasira

f. Jumlah peserma 150 Orang Pucat Lamhanas
dialog wawasan
kabangzasn

g. Jumlah Eoordinasi 1 aksi Pusat Wantanss
dan Evabunsi
Falaksanann Aksi
Bala Magara

h. Jumiah 4_000_000 orang Pusat Eamhan
pembentukan kadar
bala nagara

i Jumiah nilad budays 247 Milad Pusatj Hamandikbod
dan tradici yang budaya; Dasrah
direvitalisaci tradisi

j- ~Jumlah fim dan 15 Film Pusat » Eamandikbud
produk siaran * Hemanag
lainnya Fang
manEkam; =5,
nilai-nilai persatian * LFF TVERI
dalsrr kabhinekssn,
nasiomalisma,
patrictisme, dan
mantalitas bangsa

ungEal
. Famaiasr Samalin mantapnya pemanan kebudayaen untuk meningatisn peran kebudsyasn dalsr
damn Pembanganan
Felestarian
Kebudarraamn
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Eegatan Sasaram Indilkator 1
Ho. i Target Satuan Lokssi E/L Pelaksama
& Jumiah revitalisad 144 Bucgum; | Provinsi/ | Kamendibud
PIOETAD MIISEIE aman Eab/Eota
dam taman budaya budaya
b. Jumlah fectival 19 Fectval Provinsi/ | Kamendiichud
Esbudayan Kab/Eota
[NDONESLANA 4
daarah
. Jumiah Lingiamgan 22 Dasaadat | Provinslf | Kemendiichud
Hudaya Desa Adaz Kab/Eota
d. Jumiah partisipasi az0 OTang Pusat e Kemenciichud
Indonagia dalam B —
forom intermasional
bidang kobadmman
2. | Fenguatan | Menguaimm harmoni dan kerskuman umat bersgama
Modarasi
Heragama
a. Jumiah 512 Eabupazen/ 34 | Xamanag
keabepaten eota Kota Proving
Tardspadan
bamtan operasional
SEEHER FELIE
b. Jumiah dislog linas 220 Dialog 34
agarea & kecamatan Provins
a Jumiah panyuah 10.064 Crang 34 | Kamanag
agama yang dibina Proving
b. Jumlah nimah 4.660 Unit &4
dan sghat
FAng mregisras Proving
b. Jurmlah prochak halal 245 Sartfiin: 24
yamg mrssrtifiasi "
L. Jumilsh stakeholder 1E34 Lambaga &4
& Jurmlah patugas hajl 2.383 OTang 24 Kamenag
. Jumlsh 150 Lambaga &4
pemyslanggar, Frovins
uErah dan haji
mizus yang
dipantan dan
iz
. Jurmlah jermanh hajl 204000 OTang 24
pasarta bimbingan Proving
hagi
d_ Asrama hagi 11 Lokasi 11
diksmbanglan
Laporan APBN Tahun 2020 Triwulan II 29



Laporan APBN Tahun 2020 Triwulan I

No. BEOMM o ran/Indikator Target Satan  Lokmsi E/L Pelkeam
& Fusa: Laganan Haji 4l Lolzas a5
dan Umrah Tarpadu Proving
yorg dibangan
Barlmmbangmm eionomi umat dan sumbardaya eagamasn
& Jumlah sanah wakcaf 2.500 Lok 4 Kamenag
S —— T
b. Jumilah lembaga 211 Lambaga 24
£. Jumiah lembaga 832 Lambaga 24
Hudaya ireatif, dan berkoralcdar
E—
Inovas, dan
-
& Jumish parmis ks 7.5 juta OTang Puca:/ |+ Perpusmac
Fang mamantxaton Deatal s Eomendivhbud
parpusaioan .
sebagal surmbar . EEIJ.EII'.'I.HEJ'.I.
pengeivan dan + Eemenimemindn
Pusat kegiazan
macyaralat
1o Jumiah parpusiakasm E81 Uniz Pusai/ = Parpoomac
UL R Popusakaen | Dewman |« Eemendikbud
mamberilon * Eamendagri
pelayanan barbacis .
T *  Blemenimenindn
.. Farceninog 0 Farzan Fusai/ |» Perpommac
ParpLsTieAn Umm Cearall | » Eemendikbaad
FAng s stamdar * Hamanag
. . .
d. Jumiah Gerakan 11857 Lalzs Cearan | * Hemendivbod
Liturac Masinmsl * Parpusmas
|:Hﬂjﬁd.m # mi
5.  Pamanuban | Meninglinya pememuhan hak dan parlindungsn anak, parepian Sera parmida
Halk dan
w
b Arale,
Parampuan
dan Famada
A Jumlah masen KIE 1 Dhoinirar: Fusat ® Hammen FFTA
pancagahan dan » Barmensos
peranganan TFPO + Fals
malahn meds cetak
* EaTmanins
dan alakeromik —
b. Jumilah E/L yang 2 K/L FUSAL g Eommas
Hapadtas . IEAT !
Tugas TFFO " Hes
® LFSK
. Parzantace =0 Parsar Pusat .
TFFO yang mandapat * Eemendagn
facilitag layanan dan * HaTaTie
peEberdayasn
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Ergiatan
3 . . Sasaran | Indikator
Ho. Target

d. Jurmah rekrmandas 1
monitoring dam
wwaluas] SPRT-FEET

4. Jurmilah provin yang 15

f Jumish SO yamg E&D

mar-dapet sogalicas
Program Teran Anak
[Itarmiet Aream untulk
Azl
. Jurmlah pelcera anaic
di dam
oy
a2

h. Calon Tenaga Eerja
Indonesia _
[CTHT) Tanaga. Karja
tartindumy

1 (CTEI/TH yeamg
mamamil yarat
kmra dam prosedural

j- Jumilah pangella
OrgAmisas
Lapsmridann Farny
difasilisns dalam
palatiham mans)emen
DrgArLSas

kapemmdasn

5.000

18.000

173,880

6150

Sximam Lolssi
Falomendaci | Eeprl
L

BErRpeRn BEEED

i

Cibimang,

Hirung,
dan

|

;

Fusat

CTEI/THI Fusat

CTEI/THI Fusat

Fusat

E/L Pelak=amn

i

i

Ik

* Eamen FFFA
» HNFITED
* Kamenaler

# HKamen FFFA
& EFI

¥ Kemenaloer

# HKamen FFFA
¥ Hamens

¥ Kemenaloer
& HNFITED

® HKamia

* HHFITED

6 | Pemungkatan = Menmgksinva peran ksluangs uniuk parnysomesam mital-nlas bohver dalam rangio
Bualitas membangun karltar bangsa

Pallarn
A Jumiah FIE Femaia 29.83T Ealompak &4 HEXHN
Famaa [HEF, yang
mardapadon
PSICDITAAT] IR
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Ergiatan .

B L rites Sasaran,Indikator Target Saiman Lokasi E/L Pelaicama
b Jumiah Eeluargs 10.07062E Ealuarga 24
tﬂhmdmluual:jmg
TR AT SN
pengrsuhan dan
PeEbinaan tombah
kambany anak
€. Jumiah kehuanga 7.000 Fasangan 24
calinan yang Proving | Kamenag
mardspadan
pemhinaan
d Jumish cafian 36157 Lambaga 24

partlsh Hamandikbud
PRIEary garasn
pendidiiomn kehuarga
&, Jumiah proving 4 Frovinei 4 Provingl | Kamen FFRA
dalam Fenguasn
dan Pengembangan
Pusat Fangambangan
Esluargs [FUSEAGA]
Prestagi megional dan internasional
Clanraga
2 Jumlah epend 2 gzt Fapua | * Kemenkn FME
ciahragn nasional *IEmandan
[Felcan, Olanraga * Eamenign
Hasiomal (PO XX ¥ Earmenpora
n.unPu:uJ:n . ® Egmen FRH/
Famalipik Kacional Happenas
(Feparmas| Xv1 ¥ Mermentenian
Tahun 2000] FUFR
* Kamen ATR,HFN
® Hementah
» Eamendikinad
¥ ERmanins
. .
lim“m
» EKomendag
* Eomenyar
* Bemenikranin
» Bomen HUAM
* THL
# Paln
& HFEP
¥ Hacarmac
® LKFP
b Jummiah cakeny & Cabany Jepang | Kamenparn
ol yang Lot Clahrag
inzalifiinsi parta :
Olympic Games 3030
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Hegiatan -
= . ‘Saaran | Indikat or
0. Target Satuan Lok E/L Pelalama
b. Jumish 2 Byt Japang ¥ NoImenpora
Eoiloatsartanm dalarm dan » Hormenin
e olahraga Filipi * Karmensenag
Tagional dam =
- .
c. Jumlsh clahragaman 1.000 Oramg Pusat * HeImanpora
andalan yang dibina » Normendiichnad
. . -
» Hormemcns
d. Jumlsh penghangasn | 1187107734 Biadiali Fusat * Hamenpora
yerg diparciah | s Fara s * Hammen FANRH
clahragesan dan m] perak) ® HET
Womga keclahragaan » ommen FUFE
FAry barprestas: 2711 |
| Cymme Games]
17874
Py
Games)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

b) Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

Kerangka pembangunan infrastruktur tahun 2020 diarahkan untuk perluasan
penyediaan pelayanan dasar, pengembangan infrastruktur untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi terutama pada kawasan-kawasan prioritas, dan pembangunan
infrastruktur perkotaan. Dalam pembangunan infrastruktur tersebut, aspek ketahanan
bencana, keberlanjutan, dan pemerataaan antar wilayah menjadi perhatian khusus
untuk ditangani. Pengembangan infrastruktur dimaksud dilaksanakan dengan strategi
pengarusutamaan transformasi digital.

Sasaran dan indikator PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 16. Sasaran dan Indikator PN Infrastruktur dan Pemerataan Wila‘ah
N A Dol oo Satmam 2O AT 20 185" 2019 2020

a. Meningilcatnya konelktivitas antar wilayah

e wwralbctua Jarn 100 Eore =25 =, = 4 2.3
tempuhn moda jalan pada

Icoridor utara pulana

Porsi rute pelayaran yangs Persern TS TS A 23 e
membentuls oo

=_ Meningltatnya indslcs pembangunan telonologi informasi dan komuandlocasi (TIK)
Frjformruation aral Talad a4 335 = oo a4 — 5.2 5,0 - 5.3
oMMl Caiiorn

Techrnologies [ICT)
Devreloprnernt udesx

= Mermnglkatnya ketahanan bencana terhadap dagya rasalk aar
Indelk=s bencana banjir IJil=i b T b - oo - Tiarniary
2%
= 5N Terpernuhinya peruamahasn dan persmmalcimman layals, amnan, dan terjanglcana vantuals mammnmaia
tang=a

Persentase I‘l_lmﬂih tangoea Perser 35,58 385 . 30 30,05 a2 el

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diclah), 2015
Heterangan: ) Realisasi; =~} Tarset
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Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan utama yang

dihadapi pada tahun 2020 serta untuk mencapai sasaran PN Infrastruktur dan
Pemerataan Wilayah, 5 (lima) Program Prioritas yang akan dilaksanakan: (1)
Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar; (2) Penguatan Infrastruktur
Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana; (3) Peningkatan Konektivitas
Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi; (4) Peningkatan

Infrastruktur Perkotaan; dan (5) Transformasi Digital.

Gambar 5. Kerangka PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

Prioritas Nasional

Program Prioritas Ferluazan

Infrastrulktur
dan Pelayanan
Dasar
Fenguatan
Infrastrulktur
'I‘rnns_ﬁ_:\n-asi Kawasarn
Digital Tertinggsl dan
Ketahanan
Bencana
Infrastrultur
darn
Pemerataan
Wilsgyah
_
Peningl E ]gl' -
Infrastrulktar Multimoda dan
Perlkotasn Antsrmoda
Menduloang
Pertumbuharn
Ekonomi

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

1) Program Prioritas Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar
Sasaran dan indikator PP Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17. Sasaran dan Indikator PP Perluasan Infrastruktur dan
Pelayanan Dasar

No. Sasaran /Indikator Satuman 20179 20189 2019 2020
1. Meninglkatnya alkses masyarakat terhadap perumahan dan permulciman layal, aman dan
terjangicau
a. Persentase rumah Persen 91,55 G91.09 91.5858 92,72
tangga yang

menermpati hunian
dengan keculmapan
luas lantaa per kapita

b.Persentase rumah Persen 79,60 80,04 81,11 82 88
menempati hunian
dengan ketahanan

bangunan (atap,
lantai, dinding)
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Sasaran (Indilcator 2017 20189 2019= 2020
c. Perzentsce mumah 51,87 5241 54,05 55,46
sertifilcat hak atas
tamah untulk
perumahan
d. Proporsi mamah tangga 73,07 74,58 TE,TE 78,1
yang menemvpats alrsac air
humisan dengan alrses limibak layalk
sanitasi layak dan itermasul
aman |sir mioak) 9 65 alses
air mbak
aman|
&_Proporsi ruraah tangga 61,35 &0,05 74,02 61,79
vang mensmpati |perkotsan) (perlkotasm) [perlotasn) [PeRanganan
hunian dengan alcses dan 13,74
sampah yang terkelola PERSUFAnEER
dengzm baik (perkotaan)
f. Proporsi ruraah tangga Perzen 59,07 61,29 63,44 65, 66
vang mensmpati (termasulc
humian dengan aloses 23,23%
air muirnam lagraks Alrzes
perpipasm)
g Proporsi ruraah tangga Perzen Mia N/A i1 1z
Tang mensmpatl
humian alkces air
rRiFuEY aman”
(perhitungan akzec air
rainury aman melahai
susenac dan PEAM
dalars proses
persiapan|
h. Proporsi ruraah tangga Perzen 10,41 9. 36 7.5 6,24
yang masih
memprakilan busang

2. Meninglkatmys tinglat keselamatsn dan keamanan transportasi

Facio fatalitas Perzen 32 42 50 53
kecelalaan jalam per

10,000 kendsraan

(terhadap baselims 2010)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar dilaksanakan melalui
4 (empat) KP (1) Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman Layak,
Aman, dan Terjangkau; (2) Penyediaan Akses Air Minum serta Sanitasi yang
Layak dan Aman; (3) Keselamatan dan Keamanan Transportasi; dan (4)
Penyediaan serta Pengamanan Air Baku dan Air Tanah. Sasaran masing-
masing KP dari PP Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar adalah
sebagaimana pada tabel berikut.
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Tabel 18. Sasaran dan Indikator KP dari PP Perluasan Infrastruktur
dan Pelayanan Dasar
KL

No. ::;!;m Sasaran /Indikator Target Satuan Lokasi Pelaksana
1l  Penyediaan Akses Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan serta permukiman vang
Perumahan serta layak, aman, dan terjangkau
Permukiman
Layak, Aman.
dan Terjangkau

a. Jumlah hunisn 4&6_300 TInit 34 Provinsi = Hemen
baru lsgralt yang PUPER
terbanpgun melaha = Hemendagri
persm pemerintsi - By i

. Jumlak 2Z0.000 Unit 34 Frovimsl = Hemen
peninglatan PUPER
rualitas hunism = Hemensos
melahsi peramn = Hemendagri

= Pemda

i, ~Jumish mormeth 118 30 Pumah 24 Prommsr |~ BEamen
e TACEES FUFE
manerima fyoilites « Hameniog
PRmbiayasT o —
panarEahamn

d. Jurmnial 48 Emabapeteny 24 Frovma  ~ Kamen
ke bapeaten (oot Bt FUFE
Fang = Karman

] ATR/HFH
i Enmwhasd .
panarEahamn " &
ol reforTessi " Pemmda
parmman dan
parmmahan

& Jumiah 48 Eabupetens 24 Frovms: = Eaman
kv bapeaten (oot Bt FUFE
Implamantasiican * Pernda
DRMErITaT
standar keandaian
bargruman

f Jumish parsi 1.000 Parsil 24 Frovinsi |~ Eamen
rumnal tAangys yang FUFE
mmenadapertionn » Pemmds,
sertifilonsi

-] .J'l.'lrl:l.hh_EH:tl.lm 23 EHIIJ.EI:. P Hamardes-
P:nml]mnm]r-ung Farmmuloman = Eabupaten FPOTT
dhibangumn dan JEDa
fungsiomal 4
InTEsan.
ransmigrac
priarins

2.  Penvedisan Ak=se=  Meningkatnyva akses masyarakal terbhadap lavanan air minum serla sanitasi
Air Minum serta | yang layvak dan aman

Sanitas yang
Layak dan Aman
A, Jumiai I31 3ED Sarpmangam. Bl ™ FaTmaT.
sambungan nimah Fuzeah Eabupaten FUFE
SEALD-T chala JEDm B P —
ko dan sioads = Kamardagri
imomcan berbacs
irctiters = Famids
. Jumian rumnai S00UE00 HEopals =4 ™ HaTmaT
TADEEA FANS Eabasrgs Eabupaten FUFE
terlayarn SFALD-5 JEoam = Karmenloes
= Karmarsdagr
= Famids
i, ~Juamnialh marnsh 2T 200 HEopals =9 ™ HaTmaT
TADEZEA YAng Eabasrgs Eabupaten FUFE
verlayrarn TEA JHD = Kamankes
standar = Karmarsdagr
oty ke .
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Kegiatan - KL
Neo. Prisritas Sasaran/Indikator  Target  Satuan Lokasi  popeans
il Jumiah rumah 250,595 Eapala 22 Frovinsl | = Kamen
LR AN Falzargs FUFE
tertayand - Kamances
TFS2R/TFST ——
= Parmils
& Jumish 6E Eabupaten/ 24 Frovinsi = Kamen
iabupaten ke Hota FUFE.
Imamnﬁ:m = Kamanioas
hampar Srja (FSM) i
f Jumiah 1694303 Sambungan 34 Frovns | ~Haman
sambungan ramah Fumah FUFR
rgEs dangan = Hamankes
ﬂkm'iﬂ.l’:_l:l.l:l:l:l.l:l:l:l. -mi
layk parpapann = Famda
. Jumlah rumah I9510.79¢ Fumah 24 Frovinsl | = Kamen
akoes AT PRI = Kamarias
layak non . -
ﬂl’mm- -m,gn
[, Jumnisk mamah HiA~N Fumah 24 Frovmal | = Kamem
m“m -m
mman = Kamandagr
= Famda
1. Farsenimcs FDAR 67,3 Parzan Sgharuli = Hamah
dengan ke FDAM & 34 FUFR
sghat Froving = Fmda
J- Jumiah daca yang 23,738+ Deen, 22 Provmst |~ Hamen
telah siop buang FUFF.
adr besar = Kamanioes
sermbarangam & - Pamda
tempas terbaka
3. Keselamatan dan  Meningkatnys penyedisan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi
Keamanan
Transporiasi
4. Jumiain =3 Palkcat =2 Frovimar | = Eamanbub
PROATEATATY = Eoman
Blackspot malako FUPR
PROATEATATY
dan parTyedisan
Farlanglopan
insilitas
knsolamatan
transparias jalan
b. Permyedinam sors 10 Uit /Lokcasi | Tersebar | Kamanhub
pamaTAngan
inolitas
Encclamatan damn
kgamanan
el
DRrAiraT
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NHo. %:ﬁ-:i?: Sasaran/Indikator  Target Batuan Lokask Pﬂﬂﬂﬂ
- . — S 450 B Teroabar Harmantn it
mreim api yang
dhraras dam
dioparasilkan

4. Penyedisan serta | Meningkatnya ketersediaan air baku/air minum dari sumber amr teclindungi

Peppamanan Air
Eaku dan Air
Tanakh

[, Jumish unit a8ir

=ir balo yang
dibangum

baloa yang
dibangum

A, Jumiah cIeng =3

4,63

i bupaten ota
TAwan Ak dam
ke el terluar
permyediaam air
baloy

. Jumniai

Eminang 5 Provinsi

m felet 26 Provinsn

Kabupateny | 5 Provinsi
.

Frovinsi
DKD
Jakarta
dan Jawn

Habupatenf
Haota

hemtn PYPR

Kemen FUPR

Remen FUPE

Remen FUPR

Barat

@ Jumiah omit s aa.5 Km 9 Provinsi | Kemen FUPE

ur hemen PYPR

SuEE T Ay AT
Fang disclcoailoen

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

2) Program Prioritas Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan
Ketahanan Bencana
Sasaran dan indikator PP Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal

dan Ketahanan Bencana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Infrastruktur
Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana

No. Sasaran fIndikator Satmam 2017 20187 2019 2020
1. Meningkatnya konektivitas di daerah tertimgsal
a. Jumlah hintas Perintia ASDE Lintas 291 296 249 23
(Angkutan Sungai, Danau, perintis
dan Penyeberanganh
k. Jumlah rute perintis Rute: 223 222 281 300
transportasi Jalan (Busp Pperintis
c. Jumlah rute perintis Fute 201 239 239 201
transportasi Udara perintis
d. Jumlah rute perintis Riute 117 134 113 157
transportasi Laut perintis
2. Meningkatnya ketangrubhan masyarakat dalam menpurangi daya rusak air
a. Panjang pengendali banjir mn 162 190 30 220
yang dibangsun
k. Panjang pengamsn pantsi o 20 22 13 32
yang dibangun
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No. Sasaran Indikator Satuan 2017 20184 2019% 2020
c. Jumlah pengendali Umit 31 31 13 28
lahar/sedimen yang dibangun
d. Jumlah Flood Forecasting and Unit H/a N/A N/A 7
Waming Sysfem (FFWS5) yang
dibangun /ditingkatkan
3.  Meningkatnya percepatan pembansunan Papus dan Papua Barat
Laju pertumbuhan skonomi Persen 45 7.0 5.6 5,95
Pulau Papua

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Penguatan Infrastuktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan
Bencana dilaksanakan melalui 3 (tiga) KP yaitu (1) Aksesibilitas Daerah
Tertinggal; (2) Ketahanan Kebencanaan Infrastuktur; (3) Pembangunan
Terpadu Pesisir Utara Pulau Jawa, dan (4) Percepatan Pembangunan Papua
dan Papua Barat. Sasaran masing-masing KP dan PP Penguatan Infrastuktur

Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana adalah sebagaimana pada tabel.

Tabel 20. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Infrastruktur
Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana

j - S p—— [App— -
Bo. i - Targedt Sataan s T = !]
a Almecibilizas Tes —= dam o e a -
Dreexral mertinEeal
Tertimgz=l
a. Jumlah bandara di T Laokasi Tersehar Kemenhub

b Jummilah kapael e it Tersebar Hernenhub

. Jumilah pelabahan L» Loks=i Tersebar Hernenhub

o ._T'I.'I.IIIJ.EEI:I. pelabuhan i3 Prlabubhan Torschar Hemenhub

= Jummlsabh Serzndrusl L3 Lolomsi Tersebhar FHemenhub

f Ponjamg jalan dess =2 Krm Tersebar Hemendes—
sermtepiz yane PDTT
dibangnan /

i tlomr di
dmerak tertinggal
dam eamwaoan
perbatscarn di
dmerak tertingmgal
=2 ot = 1 N lotiir mesmad =
Eebencanaan
Imfra=erualomar

m Tummlah wrilagak T Wimmit B0 Prowinsi = EFemmen
J—— FLTFR
ermililel peees riciloo = EHILFIF
bencans [bejir, - BNFE
longoor, EermEpses
b, dan guammamg
beragpd)
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d. Parjang sungad 151 Km 17 Provine | Kiarmem FUFR

4. Jurplah bamgunan Z1 Onit 7 Provinsi | Humen FUFR

f Panjang sememl 20 Km 16 Provine | Kiarmem FUFR

panahan hompur yang e, Tireuar

Pestoit ara
Pulm Jamwa

b. Fanjang semuall 4.5 Em Provinsi OE] | Haman FUFR
dan bangunan Jakrta,
PRIFATEATAr paTytai Jamra Barat
lainmm yang dan Jama

. Jumlah 12 Kabupaten SProvinsi | Humen FUFR

iEﬂpﬂ.‘:i.‘.ﬂsml"hﬂ.l:u. 0.2 mJI.'-:I.nnI: S Prowinsi Haman FUFR
dar uTEher AT
PRITILIAT TR
dibangun
4.  Percapatan Tarselanggaranya Fercepatan Fembangunan Papas dan Famus Haras
Permbarsuman
Parua dan
Fapua Hamat
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b. Fumbangunan 1.2
pangendal: banr

Permaioean

ST elplorac
i st

1.4E8

Imit

Lokasi

Kab.
Emsoram|a,
Eab. Yapen,
Eota Sorong,

Kab.

Enmmbadn

Terzabar

Terzabar

Terzabar

Tersabar

Fusat

H/L
Pelak=amn

Haman FUFR

Haman FUFR

Faman FUFR

Haman FUFR

Haman FUFR

= Keman

= Eementes

Haman FUFR
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Ezypiatan Sasaran/ - E/L
Ho. e b Tanrget Satman Loknasi 1a)
L Luac a Halcer Hab. Kaman FUFR
mfractrulcor Jeyapma
memmOsman
barbaczic
macyaraiar di
]:Fn:-:u.m]rm:g
dibangun
m. Luas bengunan 23.200 ol Kab. Kaman FUFFR
gacthang hijau Manolowari.
yeng dibangan Hab.
Enb. Bomn
Digoal, Kota
JEpapuT
0 Luas bangunan 1 Ermmoan Kot Haman PUFR
irEmcan pos Jayapuma
Emtas batss
TagATa, g
dizza
0. Banganen a Emmoan Kab. Haman FUFR
ETERCAn Prigriss AT,
EWrEOf FEng Kot
ditais Jayapura
p. Fazumas B.00D Uniz Tersabar | Hamen FUFR
m
iuahias numah
swadaya
4. Fumbangumam SO0 it Tersabar Kauman FUFR
rumah Kwenas
[. Jumish bandam 10 Loicazy o Hamanbub
yamg dibangan Kalbupatan,
dan ditingleticwn Kota
npasrta ey
. JJumish 5 Lokaz: Eab. Sarmi. | Kamenbub
pelabrunam yamg Kab. Habin,
dibangan dan Kab.
dikgminangian Eximmans
untulc marmeruhi Eab. Kap.
siandar Yapen
palyanan
operasional
t. Famjang jalam 200 Km Tersabter = Kamen FUFR
nasipnal, Tans
papua, dan
]:F:‘h-u.msm]rm:g
dibangan dan
ditingovticnn
Inpasitcmya

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
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3) Program Prioritas Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda

Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran dan indikator PP Peningkatan Konektivitas Multimoda dan

Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat pada tabel.

Tabel 21. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Konektivitas
Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

No. Sasaran/ Indikator Satuan 2017 20184 2019% 2020
1. | Meningkatnya koneltivitas di wilayah pusat-pusat pertumbuban dan meningkatnya konektivitas

multimods dan antarmoda

4. Persentase kondisi mantap Persen | 91/68/39 | 92/67/57  94/69/58 | 95 /70/59
jalan nasional dan daerah
(provinsi, kabupaten /kota)

b.Jumlah produksi Juta 360 Juta | 430Juta | 513 Juta 590 Juta
penumpang dan angluatan Orang, | Orang, 40 | Orang 45 Orang, 50 Orang, 60
barang kereta api JutaTon | JutaTon | JutaTom | Juta Ton Juta Ton

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi dilaksanakan melalui 5 (lima) KP yaitu: (1) Konektivitas
Transportasi Jalan; (2) Konektivitas Transportasi Kereta Api; (3) Konektivitas
Transportasi Laut; (4) Konektivitas Transportasi Udara; dan (5) Konektivitas
Transportasi Darat. Sasaran masing-masing KP dari PP peningkatan
Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 22. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Konektivitas
Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

E/L

EHegiatan . -
Ho Indikator Target Satman Lokasi Palal

- Prioritas

1. Eonektivitas  Terselengparanya pehgembangan jaringsn jalan mendulung kawasan priorifas
Transportasi nasional

Jalan
a. Pamjang jalan tol bara yang a00 Em Tersebar Kemen
terbangun (Sumatera, PUPR
Jawa,
Kalimantan,

dan Sulawesij
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Eegixtan . EfL
Ho. = Indikator Target Satuam Lokasi Iak
b. Paniang jalan baml yang so0 Km Tersehar Kaman
dibangan PUPR
c. Jumlah simpul transporsasi T Lalcasi Tersehar Keman
4. Paniang jaian yang 47.017 Km Tersehar Kaman
- - FUFR

2. Honeitvitacz — Tarcalen@Earanya peOgembangan karata apli mendukung kawasan  prioritas

Elgramm Apl
a. Panjang jalur kerats api T8 Km Terachar Kamanhub
lntas utama yang dibangan
reaikctivasi]
b. Panjang jalur karsta api ek Km Tersehar Keamanhub
Hntas utamas yarg
-
. Konskbvitas T anya P 1 pelabubhan mendukung kawasan priocitas
Trapsportasi nasional
Lanazt
a.Jumiah palabuhan hub 1 Lolkas=i 'I'an]ung Friok  Eemenbhuoab

YVAnE mancapal standar
sesual kritaria Entegrated
Part Network [[FI4)
b.Jumiah palabuhsmn s Lokazl Tergelbar EKamonhab
mancapai standar
pelayanan operasional

4. EKoneictvitas TersolangEaranys pengerbangan bandara mandukung kawscan prioritas nasicnal

Trancpartasi
Udara
& Jumlah bandars Banl yang T Lokazi Tersebar Eamanhub
dibangun
b. Jumlah bandars Fang E 1) Lokasi Terechar Eamanhab

5. Eonmaictvitac Tarcelan@uaranys PaneeEbangan Tancpormsi darat mandukung kawacan pricritas

Darat
a Jumlah palabuhan L Lokasi Tersebar Kamanhuh
PRmyabarangan yang
dibangan / diloern bangloan.
b. Jumish terminal tSpe A i Lakuasi Teracar Hamanhub
Fang dibangan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
4) Program Prioritas Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
Sasaran dan indikator PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan

HNo. Sasaran/ Indikator Satman 2017 20184 2019 2020
1.  Meningkatnya layanan angkutan umum
Jumlah layanan angiutan umum Kota 4 4 4 T
macal perkotasn yang dikbangun (Kawasan
dan dikembangkan Perkotaan|

Sumber: Kementerian FPH Bappenas (diolak), 2019

Laporan APBN Tahun 2020 Triwulan Il 44



Laporan APBN Tahun 2020 Triwulan I

PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dilaksanakan melalui 7 (tujuh)

KP vyaitu: (1) Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel; (2)

Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan; (3) Infrastruktur

Jalan Perkotaan; (4) Penyediaan Akses Air Minum serta Sanitasi Layak dan

Aman di Perkotaan; (5) Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman

Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan; (6); Energi Berkelanjutan untuk

Perkotaan; dan (7) Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan. Sasaran

masing-masing KP dari PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan adalah

sebagaimana tabel berikut.

Tabel 24. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Infrastruktur

Kegiatan
No. Priorit

Umum Massal
Perkotaan
Berbasis Rel

Perkotaan
Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana

1. | Sistem Anpgkutan Terselengraranya pembansunan dan pengembangan serta pelayanan angkutan

tramsportasi perkotaan berbacis rel

Jumlah layanan 4 Kota Jabodetabek Kemenhuk

anghutan umum (Eawazan | (MET/LET dan KA

masal perkotasn Perkotaan) komuter),

berbasiz rel yang Palembang [LET],

dibangun dan Yogyakarta-Solo (KA

dikembangkan Eomuter|, Medan

Jalan Perliooiman

[EA Komuter)

Tarsdenggaranya pambangunan dan pengembangan SarmA palayanan angioian
TAnspoTas perkoman terbasic jalan

a. Jumiah kot 7 Kata Jabodatabalk, v Kamentub
nm.ganla_l.mm [Kammzan | Medan Sumlsrts, |« Famda
full Ics e Parkotzan| CRnpasar,
transit [BRT) Falambang,

Yogyalors,
Surabaya

b Jumiah [0 Uit lersebar amenhub
penyedizan bus
untak HET/ sam
BRET/ siswmm
transit

Trarselenggaranya pambangunan dan pengembangan infractrulcr jalan pariotasn

Jumlah Ay overgun i Lokasi [ersebar hémen FUPR

wnderpass vang

dibangun
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4. | Panyedisan Manmingiatrys alces masyaraioyt terhadap Iayanan air pimam dan sanims yang ayak
Almes AT dan aman di periomtasm
Mitum dan
Zargiast Layaic
dam Aveam i
Parkotsan
A Jumilsh FOARS 11 Bobupetn. T Wikayah * Haman FUEER
dangan leyaman Eota Hmpd.l:m,a- " }mﬂ:ﬂ'
Fona A Kimorn, Wilayah * Fomds
Frimea [ZAMF) Mgtropoiitan Bam,
3 Eiots Ham
b Jumlah FOARS 3 FOARS T Wikayah s Kaman FUFE
mm Bigtropolitan, 2 " }mﬂﬂ,a:n
Smart Grid R Wilayah » Fgmds
Managemerd Matopolitan Baru,
4 Elots Baru
€. Jumlsah HSFE 1 nit Pusat » Haman FUFR
tRruEE: tarkit * Kemandagri
AT rEimym dam » Foamda
samitaci yang
termiegrasi fumt)
= Fenyedinan Moningiasmys alces macyaraiovt terhadap parumanan yang layak Aaman dam
Akses tarjanglon & parkotasn
Panumahiam
oerta
Fermmildman
Layalk, Aman
d..ﬂDTil'jﬂIEhlll
du Parkotaan
Jumlsh paryediasn | LOUD0OD Unit Wilayah Eamren PUFE
Imangan Layel 4t Matropolitan, Koo
taam melahsi Hesar, Eom
Hiacil
& Enera; ) Bigmingiotnys PAnErUnasT Gnerg raman Ingioingam teratams untuk parkotasn
Haeriglamnata
terurtama unaik
Perlotsan
2. Jureish perpyiapan = R Froving DXI Jalarta, | = Kaman PUFR
Pv;ng-al.-:i.a.an_ . Eooa, Tangurams, » Komman ESDRE
Sa.mpah::mn_]a.m Eoma Tangerang » Femarntah
Enarg Licmic Selatam, Camarei
FSEL] Eiota Haloys, » Hadan Toahs
Kota Hamdumg, Koo
Serpearamig, Bo
SuTakaTts, Koo
Surabayw, Kot
Binicycoar, Kota
Denpacsar, Kom
FPalermbeamg, dam Eom
By
b Juzeiakh 1D Micga TWast Tarsakar = Haman ESDRL
permandaatan pealk (BIWD| » HEadan TToahs
Phodovoisml: (P17
oG TaE
€. Jurelsin 200 rmit JabadeTabals = Hadan Ticabhas
penarmbalan
Hetrile wemam
{SFLLT
Ty Infra=makaar Barkambangmya infrastnaichar dan scesrsterr TIE unhik pembanganan, keods yame leiiih
damn Elroeicherr il
TIE Perkotaan
a Roadmor dan 2 CrodoiTrarn Pusat Elermenimaritdis
Dnplamarntas 55
dalarn layaTen
digrtal
b Fercenmss 13 Parsan Tarcabar » Earmamle-arrds
pensirasi fiusd » Homanpar
broadbarnd
Su=bar: Kamarcsasion FPH  Bappanos (dialeh), 2019
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5) Program Prioritas Transformasi Digital

Sasaran dan indikator PP Transformasi Digital dapat pada tabel berikut.

Tabel 25. Sasaran dan Indikator PP Transformasi Digital
No. Sasaran/ Indikator Satuan 20179 2018% 2019 2020™
1.  Tersedianya layanan akses infrastruktur TIK

Persentase kabupaten /kota yang Persen 87 88,5 92 95
terlayani broadband khususnya
wilayah administrasi dan permukiman
2. Terbangunnya ekosistem dan pemanfaatan TIK
Proporsi pengguna internet Persen 54,7 58 62 72

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Transformasi Digital dilaksanakan melalui 3 (tiga) KP yaitu: (1)
Penuntasan Infrastruktur TIK; (2) Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan (3)
Fasilitas Pendukung Transformasi Digital. Sasaran masing-masing KP dari PP

Transformasi Digital sebagaimana tabel berikut.

Tabel 26. Sasaran dan Indikator KP dari PP Transformasi Digital
Kegiatan
I Prioritas
1.  Penuntasan @ Meratanya infrastrukiur TIK ke seluruh wilayah Indonesia

Infrastruktur
TIK

Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana

a. Jumlah BTS untuk 2,100 Lokasi Tersebar = Kemenlkominfo
desa blank spot

b. Jumlah daerah 57 Kabupaten/ Tersebar = Kemenkominfo
operasional layanan Kota
jaringan serat optik
Palapa Ring

c. Penyediaan 31 Gbps Pusat | Kemenkominfo
kapasitas satelit
untuk layanan
telekomunilcasi

d. Penyelenggaraan 1 Layanan Pusat | Kemenkominfo
infrastrultur SPBE
berbasis cloud
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No. |legiatan Sasaran/Indikator Target Satuan  Lokasi K/L Pelaksana
Prioritas
e. Jumlah 20 Stasium | Tersebar | LPF ERI
infrastruktur
penyiaran publik
radic yang
dikembangkan
f. Jumlah 50 Unit Tersebar | LPF TVEI
infrastruktur
penyiaran publik
televizi yang
dikembangkan
2. | Pemanfaatan | Meningkatnya pemanfaatan akses telekomunilaci dan internet di seluruh wilayah
Infrastruktur Indomesia, baik dasrah komersil maupun nonkomersil

a. Jumlah penyediasn 5.930 Lokasi Tersebar | Kemenkominfo
akses internet
untuk sekolakh,
puskemas, kantor
pemerintah dll.

b. Jumlah sfarfup 50 Start up Pusat | Kemenkominio
digital aktif
c. Jumlah nelayan, 105.000 Crrang Tersebar | Kemenkominfo
petani dan TTMEM
online yang menjadi
pengEuna aktif
3. | Fasilitas Meningkatnya literasi TIK masyarakat
Pendukung
Transformasi
Digital
a. Jumlah crang yang 35.000 Orang Tersebar | Kemenkominfo
mendapatkan
peningkatan
literasi digital
b. Perzentaze 100 Persen Pusat | Kemenkominfo
penyelengearaan
serfifikasi
elektronik
c. Jumlah 150.000 Situs Pusat | Kemenkominfo
situs/konten yang terblokir
bersifat negatif
vang terblokir

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas [diclah), 2019

c) Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan
Kerja

Prioritas Nasional (PN) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan

Kesempatan Kerja dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah, investasi, ekspor,

komponen dalam negeri dan lapangan kerja pada sektor unggulan pertanian,
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kemaritiman, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif/digital. Untuk mencapai sasaran

tersebut, beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu ditangani pada tahun
2020 yaitu masih terbatasnya kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), lambatnya transformasi struktural,
rendahnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, tingginya defisit neraca transaksi
berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi, dan belum terbangunnya ekosistem yang
kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sasaran PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja
tahun 2020 meliputi 12 (dua belas) indikator sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 27. Sasaran dan Indikator PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi
dan Kesempatan Kerja
No. Sasaran/ Indikator Satuan 20179 20189 2019 2020

Menmgkatnya nilai tambah investasi ekepor, komponen dalam negerl dan lapangan kerja pada
selttor ungsulan pertanian, kemaritiman, industri, pariwizata dan ekonomi kreatif/ digital

1. | Pertumbuhan FDE Pertanian Perzen 3,8 3,59 3.8 3,5

2 | Kontribusi PDE Kemaritiman Perzen N/A Nfa 6,20 - 6,30 6,50

3 Pertumbuhan PDE Industri Perzen 4.3 4.3 5,1 480 -540
© | Pengolahan

4 Hilai Deviza Pariwisata Miliar 15,2 17,0 20,0 19,0-21.0
’ UsD

z Hilai Tambkah Ekcnomi Kreatif Triliun 1.009 1.105 1.211 1.505 - 1.307
’ Fupiah

6 Pertumbuhan Ekspor Barang Perzen a9 6.5 6,3 4,69 - 6,65
" | dan Jasa

7. | Pertumbuhan Investasi (PMTE] Perzen 6,2 6,7 7,0 69-73

5 Penyedisan Lapsngan Kerja Juta 2,6 2,98 26-29 27-3,0
) Crang

g Laju Pertumbuhan FDOB per Perczen 2.8 2.6 4.0-50 3,0-404
* | Tenaga Kerja

10, | Rasio Kewirausahaan Naszional Perczen 3,38 3,49 3,57 3,64

11 Produl: dengan TEDN = 25% Produk 4. 300 4.900 5.500 6.000

12 Kontribusi Ekonomi Digital Perzen NfA /A H/A 3,17 %

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja akan
dilakukan melalui 5 Program Prioritas (PP) yaitu: (1) Penguatan Kewirausahaan dan
UMKM,; (2) Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi;
(3) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja; (4)
Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen
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Dalam Negeri (TKDN); dan (5) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing

Ekonomi.

Gambar 6. Kerangka PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan
Kesempatan Kerja

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
1) Program Prioritas Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
Sasaran dan indikator PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM dapat

pada tabel berikut.

Tabel 28. Sasaran dan Indikator PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM

Sasaran/ Indikator Satuan 20171 20189 2019m 2020m
Meningkatnya kualitas tata kelola pengelolaan kewirausahaan dan UMKM
1. | Rasio Wirausaha Berbasis Peluang Persen | 935 ' 949 | 10,08 & 10,30
2 Rasio Kredit UMKM terhadap Total Kredit Persen | 19,71 | 19,27 | 19,50 | 19,75
" | Perbankan
3 Proporsi Nilai Penyaluran Pinjaman Perbankan Persen 206 | 195 2,06 240
" | kepada IKM

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Laporan APBN Tahun 2020 Triwulan II 50



Laporan APBN Tahun 2020 Triwulan I
PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM akan dilakukan melalui 4 KP

yaitu: (1) Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha
Menengah Besar; (2) Peningkatan Akses Pembiayaan bagi Wirausaha; (3)
Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi; dan (4) Peningkatan
Penciptaan Peluang Usaha. Sasaran masing-masing KP dari PP Penguatan

Kewirausahaan dan UMKM seperti pada tabel berikut.

Tabel 29. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan
Kewirausahaan dan UMKM

No. Seam o sy - Unit Lokasi KJ/LPelaksana

Prioritas Indikator

1. Peningkatan Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) yang bermitra dengan usaha
Kemitraan Usaha menengah dan usaha besar

antara Usaha

Milcro Kecil dan

Usaha Menengah

Besar

Jumlah 2.130 UMK/  Pusat eKemenkop UKM
UMK/ kelompok Kelompok « Kemendag

yang

ditingkatkan *KPPU
kapasitas

usahanya

Jumlah 225 UMK/ Pusat
UME kelompolk Helompok

yvang difasilitasi

untuk bermitra

2. Peninglkatan Meningkatnya jumlah wirausaha dan UMEM yang mengakses kredit di
Alrzes lembaga keuangan formal
Pembisyasn bagi
Wirausaha
Jumlah UMEM 3.000 UMEM Pusat « Kemenkop UKM
yang didampingi » Belraf
untuk
mengakcses
kredit
perbankan
Jumlah 1.900 Orang Pusat
wirausaha dan
UMEM yang
mendapat
bantuan
permodalan

3 Peningleatan Meninglkatnya kualitas kelembagaan dan kapasitsas ussha koperasi
Kapasitas,
Jangksuan, dan
Inovasi Koperasi
Jumlah 5.050 Orang Pusat » Kemenkop UM
pengurus dan
MANS]er
koperasi yang
ditingkatkan
kapacsitasnya
Jumlah 500 Eelompok  Pusat
kelompolk yang
didampingi
untuk
membentulk
koperasi
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4.  Peningkatan Meningkatnya akses terhadap informasi dan fasilitasi peluang usaha bagi
Penciptaan wirausaha dan UMEKM
Peluang Usaha

Jumlah 57.700 Orang Pusat «Kemenkop UKM
wirausaha yang
mendapatkan

pelatihan * Kementan

Ke istelodikti
Jumlah 17.250 Orang  Pusat o LelHStE
wirausaha yang ¢ Kemenkominfo
ide usahanya * Kemnalker
difasilitasi ¢ Kemenpora
melalui
pendampingan
atau inkubasi * Bekraf

Ke des PDTT
Jumlah pelaku 12.380 UMKM  Pusat o oonees
usaha yang
ditingkatkan
kapasitasnya

¢ Kemenperin

¢ Kemendag

Jumlah sentra 65 Sentra Pusat
IKM yang KM

difasilitasi

Jumlah BUM 60 BUMDes Desa
Desa Bersama Bersama

yang
ditingkatkan
kapasitas dan
sarana serta
permodalannya

Jumlah UMKM 100.000 UMEM Pusat
Go Online
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2013.

2) Program Prioritas Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil
dan Industrilisasi
Sasaran dan indikator PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di
Sektor Riil dan Industrilisasi dapat pada tabel berikut.

Tabel 30. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Nilai Tambah dan
Investasi di Sektor Riil dan Industrilisasi
No. Sasaran/ Indikator Satnan 2017 20184 2019 2020
Meningkatnya nilai tambah dan investasi sektor pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata,
ekonomi kreatif, dan digital
1. Pertumbuhan PDB industri Parsen 4,85 4,77 5,33 548 - 6,01
pengolahan non-migas

2. Pertumbuhan PDB pertanian, Persen 3,57 3.68 3,06 3,10
peternakan, perburuan dan
jasa pertanian

3. Pertumbuhan FDB Persen 2,08 2,76 2,70 -2,90 2,70 -2,90
kehutanan

4. Pertumbuhan PDB perikanan Persen 5,71 5,20 7,20 7,90 - 8,50
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5. Kontribusi PDB industri Persen 20,16 19,86 19,83 19,78 —
pengolahan 19,80~

6. Kontribusi PDB pariwisata Persen 4,52 4,70 v 4,80 v 4.8
Destinasi Pariwisata Prioritas | Destinasi N/A N/A N/A 4
yvang dipercepat
pembangunannya

8. Destinasi wisata alam Klaster N/A N/A N/A 10
berkelanjutan berbasiskan
taman nasional

9. Kontribusi PDB ekonomi Persen 7,40 7,40%% 7,40 7,60
kreatif

10. Pertumbuhan PDB sektor Persen 9,63 7,04 7,10 7,12-7,54

informasi dan telekomunikasi

11. Target realisasi investasi PMA  Triliun 692,8 7213 833,0 -870,0 875,1-890,3

dan PMDN Rupiah

12 Kontribusi realisasi PMA dan Persen 39,6 30,8 33,2%% 36,2
PMDN sektor manufaktur

13 Peringkat kemudahan EoDE 91 T2 73 Menuju 40
berusaha di Indonesia

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan
Industrialisasi akan dilaksanakan melalui 8 KP, yaitu: (1) Peningkatan Industri
Berbasis Pertanian Terintegrasi Hulu-Hilir; (2) Peningkatan Industri Berbasis
Kemaritiman yang Terintegrasi Hulu-Hilir; (3) Peningkatan Produktivitas dan
Nilai Tambah Industri Non-Agro yang Didukung Sistem Bisnis Terintegrasi
Hulu-Hilir; (4) Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata,
Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok; (5)
Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kreatif dan Digital; (6)
Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi; (7) Peningkatan Hilirisasi
Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan
Industri Terutama di Luar Jawa; dan (8) Pengembangan Industri Halal. Sasaran
masing-masing KP dari PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor

Riil dan Industrialisasi seperti pada tabel berikut.

Tabel 31. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Nilai
Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrilisasi

1. Peningkatan Meningkatnya produksi komoditas tanaman industri
Industri
Berbasis
Pertanian
Terintegrasi
Hulu-Hilir
Peningkatan 0,3 Persen 36 Lokasi = Kementan

produlsi kakao
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|

H Target  Satuam Lokasi E/L Pelaksana
Faningiatan [ER) Farzan E£7 Lom= * Eemen HURBMN
prodike kpl * Kemenperin
Faningiatan e Farzan 34 Lo " HEPM
produles kot # Kemendss FOTT
FPaningiatan o4 Farzan TELokms *Pamda
produled] alapa * HUMH
dalam Parkabunan
Faningiatan 7.1 Farzan SProvins | = Partarnins
produks mRlars
At
Faningiatan 2.0 Farzan 114 Lakasi
Frodukes buka
Faningiatan 2.7 Farzan 114 Lakasi
produles pals
Faningiatan 2.0 Farzan 114 Lakasi
produled cengloeh
Faningiatan 2.7 Farzan &2 Provinzl = Kementamn
produles buah- » Kamen HUMN
truabhan

. # Kamendes FOTT
Pmlzgkﬂ_:lﬂ:l:l. 4 Farzan &2 Prowingi ® Parmda
F - = —— @ HUAM
Panunglcatan 2.5 Farzan £ Lokm=1
Frodukes
fioriinalnara
Faningiatan 2.5 Farzan SFrvinsi |« Eomentan
produlkes ® HRCRA
frodarmsion * Kemerio
Tercediarmyma hasi E Fako- Fuca: Parakonommian
panalitian dan mandag » Eamenparin
PRNgRIE AT # Kemendez FOTT
t-nru.punk-:-:rmmi # Pommds
Jammu * Kamenies

# LIF]

Pucat]

# Kaman HURM
= Kemeniab
# KHF

# Kaman ESDLL
# HEFM

# Pammda
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Juzelai 1D a4 glokmsi % HUMN

Juselan carams 200 Uit 1S Provinst

Frodudz 1 Perzan 3 Frovinsl
TATEAN
3.  Funngiovian | Mandinglodrove oolad sarmbelh dan irrestas & subsekior tedoest s, logam,

dar Kilai

Tambah

Industri Hon-

Agro yana

Sictern Biemic

Tarmtegrad

Huaha-Hilir
Jurelah 25 Farucalaan Fuscat * Earmenparin
dimstruicnssa * Kemenidag

& HEPL

Relcomeandasi a Faloomen- Fusca: » Kamanicn
kabfakan dalam dasi P ——
mﬂll'mlm # Elarmen HURIT
inhactr » Pamda
Panyusunan profil 3 Palat Fusa: | "BUMN
. ;

Doy Saing

Destinac dan

Inductri

Fariwmisats,

Termasuk

Wisats Alamn,

RO

Deduloong

Fenguatan

Fanti Fasoic
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Ng ~ eaam EI Target  Satuan Lokasi  E/L Pelaksana
.J'l.nnluh-:lmm 5 Dectimad 1, Jadm # Kamanpar
PAITELIAD TN 2. HTT » KLHE
e 3. Sulta W EXE
P — 4, Zoi=gl * Famen BT
pangerbangan 5. FApIA s Wemendes FOTT
Pm’ .ﬂE m—Paﬂ“ Barazt o PUFE

# Kamamhub
Jurnlah destnmc 10 Dactmad 1. Sumut o« Kemen ESDM
PArtEioNt 5 H-u.u.g;l:u.  HXFM
tarmasui dalam BRlinang (oo
benok EEK, yang 3. DK
difaoititas Jukarta # Pamda
Pmm“mﬁ 4. Hansmn- "ORE
Tuar Emcan Jabar
5. DIv-
Jamng
6. Jadm
7. WTH
E. NTT
5. Sultra
10 Mahilos
s
Jurlan ok 5 Lokasi | 1. Summt
wrbarn hentage 2. DIY
regenerution yang s Jsng )
aTakd barbasiz
heritmpe falonmo-mi
kruasd
Jurnilan 12 Doioimen | 1. MTT
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:F"ll:l_ﬂl_ﬂIl-ﬂllmm_L 4. Sult
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Harat
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'ﬂmﬁmm 3. Janar
3. oy
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5. Bad
& Hanal
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Faviatcas: 1 Laokeasi Haxi
==
dasimac
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I -
Ho. I'-IIItll - hﬂ-J Target Safnan Loks=i E[L Pelakz=sns
5.  Funngimtan — Meninglovrye il tammbeh produlc et dan digital
Hilad Tambah
dan Daya
Saing Produk
Kreatf dan
Digital
Juelah 40375 Cmang [ Fusat # Haraf
pelaion fuzaha Uzama » Eemnen¥nmindg
kreand & samor .
unggalan {loalingr, Eﬂﬂllm.
fachion dan kriya) # BRmanzann
dan seifor prioritas » Kamendiinad
mmm * Kamenin
digital dan « Fand
YOIy MRnGAkTEs
AlmeEs shema
P S EATEAn
usaha,
infrastrulear, dan
inkabasi
Jumlah 2500  Orang Fuca:
pandaftaran hak
dpta dan patan
Pproduk sknnomi
kreand
Juelah 4 Eab/Kota 1. Jadim
m?jm,rhm 2. Jabar
e yang 3. Sumsal
diloerr bamgiom N i
Juzelah kKacter a Lalkcazl 1. Sarmt
kreadi yang 4. Jabar
dilerr bamgiom 3. Hamsen
4. DEI
Jakarta
5 DY
£. Jamng
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9, Had

dan

Foringiovan
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takmis 055 o E 5
Jumlah sictam 100 | ProvjKab/ =S4 Proving |, pomas
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TenintagTas Sacara
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!
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No. Eegiatan

Sazaram |

=t Satuan Lokasi Pelak=anas
Priogit — Targ E/L
7. Peningicatan — Menmgkatnya jumlah kawasan industri yang beroperasi
Eilirizasi
Sumber Daya
Alarn,
Tarmazul
Blalahai
Pengembangs
n Smeiter damn
Eawazan
Inducsiri
Terutama di
Luar Jaws
Jumlah kamracan =1 Eamwacan 1. Malulka & Famenlo
industr YA Industr Utara Persloonomian
ﬂ.1.1':|_-:|l1|:|_.r:| 2. Ealbar # Femenloms
pemerintah 3. Eep. Fial Kamen
4., Sumut ATE/BPHN
5. Papua = KLHE
Earat » Kemendicbud
Jumlakh EEK B KEK 1. Aceh = Kemmenrictelodilot
ndustr yang 2. Sumut * EKF
ﬂ"'{“"]"_'l';h 3. Ealtim  «BEPM
pemeTin
4. Suhit = BUMN
3. Sumcal * Pemda
G, Papua
Earat
7. Kepri
8. Sulteng
Jumlakh sme=ler 3 Smelter 1. Sultra (2]
Fang ditangun 2. Benglouha
g Penpembanga Berkembangnya indusitrd kalal
n Industri
Halal
Jurnlah lcamrazan 2 Kawazan i. DKI = Kemenperin
indusiri halal Jakarta s Kemendag
2. Bantsn  , Kamen PPN/
B =
Jumlah dasrah 10 Dasrah Pusat Appenas
tartib ulasr Tertib Uour * Kemenla
Jurmlakh 15.000 Unit Puzat
PENFAWASATL
kemetmlogian
Declaration on 1 Dolumen DEI Jalcarta
Halal Industry

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

3) Program Prioritas Peningkatan

Penciptaan Lapangan Kerja

Produktivitas Tenaga Kerja dan

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan

Penciptaan Lapangan Kerja terdapat pada tabel berikut.
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Tabel 32. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Produktivitas
Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja

No. Sasaran | Indikator Satuan 2017 20187 2019*1 2020

Meningkatnya produktivitas dan penciptaan lapangan kerja

1. Proporsi Pekerja Persen 3z.81 39,57 41,00 43,00
Berkeahlian Menengah dan
Tinem

2. |Proporsi Angkatan Kerja Persen 41,17 423,54 43,00 45,00
Berpendidikan Menengah
Ke Atas

3. Jumlah Lulusan Orang N/ As M/ A= N /A 1.8590.345
Pendidikan Voloasi

4. Jumlah Lulusan Pelatihan Orang 864 992% 915 6718 1.400.000 2 000,000
Volasi

2. Jumlah Lulusan OJrang 472000 615.388= | 1.000.0004 | 2.000.000
Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi Bersertifikat

Eompetensi

6. Jumlah Tenaga Kerja Juta 17.5 18,3 HfA 19,7
Industri Orang

7. Jumlah Tenaga Kerja Juta 12,6 12, 6el 13,04 13,0
Pariwizata Orang

8 |Jumlah Tenaga Kerja Juta 17,4 17,84 12,44 19,0
Ekonomi Ereatif Orang

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan
Kerja dilaksanakan melalui 4 KP, yaitu: (1) Peningkatan Peran dan Kerja Sama
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Dunia Usaha; (2) Peningkatan
Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; (3) Peningkatan
Sertifikasi Kompetensi; dan (4) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi. Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan

Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja seperti pada tabel

berikut.
Tabel 33. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan
Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
MNo. Eegiat Sasaran ) - -
"‘:: ok ator Target Unit Lokasi H/L Pelaksana
1. FPeninglkatan Meningkatnya kualitas dan relevansi standar kompetensi dan kurikulam

Peram dan Kerja pendidiltan dan pelatinan volasi

Sama Pendidilcan

dan Pelatinan

Violkasi dengan

Dumia Usahs
Jumlah pets 20 Sektor/f Pus=sat » Hemnasier
kompetensi Sub = Kemenperin
ostor/ e = ——
bersama * Hemenpar
dengan dunia = Kemenlkominfo
usahsa
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4) Program Prioritas Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan

Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi

dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terdapat pada tabel.

Tabel 34. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah
Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

No. Sasaran/ Indikator Satuman 20179 20189 2019+ 2020
Meningkatnya elcspor terutama yang bernilai tambah tinggi

1. |Pertumbuhan ekspor nonmigas Persen 16,54 | 639 | 7,00-9,00  6,88-924
2. |Pertumbuhan ekspor pertanian Persen 2364 4,92 7,06 10

3. |Nilai ekspor produk perikanan Miliar USD 445 | 4,86 9,54 6,12

4 Kontribusi ekspor produk industri Persen 4497 | 46,10 55,00 - 65,00 zg:gga;

5, Kontribusi e.kgparlproduk industri Persen 10,87 | 10,68 10,80 10,80 - 11,00

berteknologi tingpi

6. |Nilai ekspor ekonomi kreatif Miliar USD | 20,50 21,00% 21,50 21,50 - 22,60
7. |Jumlah wisatawan nusantara Juta Perjalanan | 277 | 303,4% 308 312

8. |Jumlah wisatawan mancanegara = Juta Orang 14,04 | 15,81 17,504 18,50

9, | Rasio ekspor jasa terhadap PDB Persen 249 | 2,68 2,60 2,79-3,11

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Peningkatan Ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) dilaksanakan melalui 7 KP, yaitu: (1)
Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan
Jasa; (2) Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor; (3) Peningkatan
Efektivitas Free Trade Agreement (FTA) dan Diplomasi Ekonomi; (4)
Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global (Investasi Inbound
Dan Outbound); (5) Pengelolaan Impor; (6) Peningkatan Pengadaan
Pemerintah yang Menggunakan Produk Dalam Negeri; dan (7) Peningkatan
Citra dan Diversifikasi Pemasaran Pariwisata dan Produk Kreatif.

Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Ekspor Bernilai
Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

seperti pada tabel berikut.
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Tabel 35. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Ekspor Bernilai
Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

No. Eegiatan Priorites  Samram/ Indikator — Target Unit Lokesi  K/L Pelalama
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Smng Produlk Biespar
dam Jaca
Jumiah produk bam 454 Froduk  Pucat *Eemendag
yang dulepar ¥ Hamann
-hlﬂﬂhw a MO Fucat  » Kemenlop UEM
Eﬁmm #HE
: Diagara. ' :
e e
seidor pnontas _—
Rasiodkepar produk 750 Farmn | Pusat |
hilir CPO |dari sici +Kamen ESDM
volumel
2. Ponungletan Alees Memnglaimya pasar fujuan despor
dan Pandalarean
Pracar Elcpar
Jumiah negam fujuan g3 Negara  Fusat o« Komendag
Share aiespor produlc Farcan ) P
Indonasia & kovewsan o PSR o pumeni
Afmica, Ameriios Latin, » Eammeniogl
dan Ercpa Timur + Hamanperin
Share despar produk 300 Farsam | Pusat o poaf
Indongzia & pasar
-
Efaitivitas Free Trade  implamentasi PTA
Agresment [FTA| dan
: - \
F]‘JMA. mpﬂmm FTA Pusat ‘w
Jumlah promosi 8 mn  Fusat
teTmtagTRs mm' * Hameniu .
Tarintegrasi ¥ EATanIsnn
Juriah nagam 50 | Negara  Pusat O
TATCApAL TATgst * Kamenpar
ety nl » Harpen FOTRM
pﬂﬂmm
Indonasia + Bgierad
Jumriah nagar 0 Nagara  Fusat
alredifasi yang
peningicatan fumiah
wisAtAwan
IEANCANGIETS K
Indonasia

Laporan APBN Tahun 2020 Triwulan I 64



Laporan APBN Tahun 2020 Triwulan I
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5)

No. HKegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Unit Lokasi K/L Pelaksana

Jumlah pameran 24 Pameran Pusat
wisata 10 DPP dan 10

Destinasi Branding
Jumlah misi penjualan 37 Misi Pusat

10 DPP dan 10 Penjualan
Destinasi Branding

Perjalanan Wisata 1.415 Orang Pusat
Pengenalan di 10

Destinasi Branding

dan 10 Destinasi

Prioritas

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
Program Prioritas Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
Sasaran dan indikator PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya

Saing Ekonomi terdapat pada tabel berikut.

Tabel 36. Sasaran dan Indikator PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya

Saing Ekonomi
No. Sasaran/ Indikator Satuan 2017 20189 2019 20200

Meningkatnya ketahanan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

1. Kontribusi Sektor Jasa Persen 4,20 4,15 4,19 | 4,22-4,23
Keuangan /PDB

2. |Skor Logistic Performance Index = Nilai N/A 3,15 3,15 3,2

3. [Biaya Logistik terhadap PDE® Persen 23.1 23,0 22 21

4. [Peringkat Travel and Tourism Peringkat 42 4249 40 4049

Competitiveness Index (TTCI)

Sumber: Kementerian Pariwisata; LPI World Bank; Cetak Biru Sislognas.

PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
dilaksanakan melalui 6 KP, vyaitu: (1) Peningkatan Pendalaman Sektor
Keuangan; (2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0;
(3) Penguatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga; (4) Peningkatan
Pengembangan Industri dan Pariwisata yang Berkelanjutan; (5) Peningkatan
Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi,
Terutama Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital; dan (6) Reformasi
Fiskal. Sasaran masing-masing KP dari PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan

Daya Saing Ekonomi seperti pada tabel berikut.
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Tabel 37. Sasaran dan Indikator PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya
Saing Ekonomi

Sasaran/
Indikator

1. Peningkatan Meningkatnya pendalaman sektor keuangan
Pendalaman Sektor

Keuangan

K/L

No. Kegiatan Prioritas Pelak

Target Satuan Lokasi

Rasio M2/PDB = 40,1 - 40,9 Persen Pusat + Kemenko

Jumlah ATM 55,84 Unit Pusat .
per 100.000 * Kemendagri
penduduk * Kemenkeu
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Dank per
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Global Making
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logicti yang * Kemandagri
Mmaman-
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d) Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup

PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk
menyediakan pangan, air, energi, serta pelestarian lingkungan hidup yang berguna
untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong sektor-sektor ekonomi produktif di
dalam negeri. Ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup dilaksanakan
untuk mencapai kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan. Beberapa
permasalahan utama yang dihadapi pada tahun 2020 terkait PN Ketahanan Pangan,
Air, Energi, dan Lingkungan Hidup adalah: (1) stagnasi produktivitas pangan dalam
menjamin stabilitas ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan yang aman,
berkualitas dan bernutrisi; (2) penurunan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri; (3) rendahnya
pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT); (4) penurunan daya dukung, daya
tampung serta peningkatan dampak dan bahaya perubahan iklim; serta (5)
meningkatnya kejadian bencana geologi dan hidrometeorologi akibat perubahan iklim
yang menimbulkan kerugian fisik, sosial dan ekonomi serta upaya pembangunan
berketahanan bencana masih belum optimal.

Sasaran dan indikator PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan

Hidup terdapat pada tabel berikut.

Tabel 38. Sasaran dan Indikator PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan
Lingkungan Hidup

No. Sasaran/Indikator Satuan 2017 2018 2019+ 2020
1. Mencukupi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat

a. Pola Pangan Harapan Nilad 88,0 90.5 92.5 93.3

b. Konsumsi Kalori Kkal f Kapita [ 2.115 2.113 2.150 2.100
Hari

c. Konsumsi Protein Gram / Kapita / 61.45 62,19 57 57
Hari

d. Prevalensi Ketidakculupan Nilad N/A N/A MN/A 6,4

Konsumsi Pangan
(Prevalence of
Undermourishment/ Pol)

e. Prevalensi Pendudulk Nilad N/A N/A MN/A 5,21
dengan Kerawanan
Sedang atau Berat (Food
Insecurity Experience
Secale/FIES)
2. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan aksesibilitas sumber daya air untuk kebutuhan
masyaralkat dan perelionomian

a. Luas tutupan hutan Juta heltare N/A NSfA N/A 65
dengan indeks jasa
elkosistem tinggi

b. Kapasitas tampungan air Miliar m= 11.62 11.36 12,37 12,71

c. Koefisien limpasan Nilai N/A NSfA NSfA 0,4
3. Terpenuhinya kebutuhan energi nasional

Pemenuhan Kebutuhan Energi MTOE 162,55 171.5 181.5 192

Nasional

4. Meningkatnya kualitas linglungan hidup
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No. Sasaran/Indikator Satuan 2017 20184 2019 20207

a. Indeks Kualitas Nilai 66,46* 65,14* | 66,5- | T73.00-
Lingllungan Hidup (IKLH) 68,5 | T4,50**

b. Luas kawasan konservasi Juta ha 19,14 20,80 21,50 22,27
perairan

5. | Menurunkan Indeks Resiko Bencana Indonesia
Indeks Resiko Bencana Nilai 150,6 148.8 146,3 146.3
Indonesia

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, maka
perlu dilaksanakan Program Prioritas (PP) untuk mencapai sasaran PN Ketahanan
Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup. Program Prioritas dalam PN Ketahanan
Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup antara lain: (1) Peningkatan Ketersediaan
Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan; (2) Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan
Aksesibilitas Air; (3) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan mengutamakan
Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT); (4) Peningkatan Kualitas
Lingkungan; serta (5) Penguatan Ketahanan Bencana.

Gambar 7. Kerangka PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup

@ PRIORITAS NASIONAL

@ PROGRAM PRIORITAS

\
W
Y
\\ N
| '

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
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1) Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas

Konsumsi Pangan
Sasaran dan indikator PP Peningkatan Ketersediaan, Akses dan
Kualitas Konsumsi Pangan terdapat pada tabel berikut.

Tabel 39. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Ketersediaan, Akses dan
Kualitas Konsumsi Pangan

No. SasaranfIndikator Satuan 2017 2018= 2019= 2020=

1. | Meningkatnya produksi pangan

a. Persentase Pertumbuhan Persen 5.4 2 4 2.4
produksi padi

b. Persentase Pertumbuhan Persen 22,5 4.2 3 3,9
produksi jagung

c. Persentase Pertumbuhan Persen N/A 16,3 37,8 3,6
produksi daging

d. Persentase Pertumbuhan Persen 14,39 6,31 6,20 6,20 -
produksi ikan 6,70

e, Persentase Pertumbuhan Persen 670,8 145,1 4.8 5,0-10,0
produksi garam

2. Meninglkatnya kualitas konsumsi pangan

a. Persentase Persen N/A N/A N/A 5,7
Pertumbuhan
Konsumsi Umbi-
umbian

b. Persentase Pertumbuhan Persen 10,3 -2,3 5,5 5,2
Konsumsi Daging

c. Persentase Pertumbuhan Persen 7,74 7,08 7,50 7.0-8,0
konsumsi ikan

d. Penurunan Kasus Pangan = Kasus N/A N/A N/A 10
Segar Nasional yang
Membahayalan

Kesehatan Manusia

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
dilaksanakan melalui 6 (enam) Kegiatan Prioritas (KP), seperti digambarkan
pada Gambar 4.44, yaitu meliputi: (1) Peningkatan Kualitas Konsumsi,
Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi Pangan; (2) Peningkatan Ketersediaan
Pangan Hasil Pertanian; (3) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan
dan Produk Laut; (4) Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan
Sumberdaya Manusia Pertanian; (5) Peningkatan Produktivitas dan
Keberlanjutan Sumberdaya Pertanian; serta (6) Tata Kelola Sistem Pangan
Nasional. Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Ketersediaan,
Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan ditunjukkan sebagaimana pada tabel
berikut.
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Tabel 40. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Ketersediaan,
Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan

Kegiatan
Prioritas
1. Peningkatan
Kualitas
Konsumsi,
Keamanan,
Fortifikasi, dan
Biofortifikasi
Pangan

No.

Sasaran/
Indikator

Target

Satuan Lokasi

Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan

a. Jumlah
konsumsi

daging

7.1

Kg/Kapita/ | 34 Provinsi

Tahun

K/L
Pelaksana

Kementan

a Jurpiah kmsus

S0.000

B Kompita, 34 A
Tahumn

Grom/Kapita | 34 Frovinsi

5 Frovinsi
Senirm Padd

Parsan

Juss tom

Juss tom
Juss tom

Juss tom

Juss tom

JurTs tom
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

2) Program Prioritas Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
Sasaran dan indikator PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan
Aksesibilitas Air dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 41. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan
Aksesibilitas Air

No. Sasaran/Indikator Satuwan 20179 20189 2019 2020
1.  Tertatanya hutan dengan indeks jasa ekosistem tinggi
a. Luas kawasan hutan dengan indeks Juta N/A N/A N/A 65
jasa ekosistem tinggi helktare
b. Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit 99 170 200 352
(KPH) yang dibangun
2 | Menurunnya luas lahan kritis
Luas lahan krits yang direhabilitasi Ribu 200,89~ | 187.8= 206 v 56
hektare

3. | Terbangunnya rencana indikasi program berbasis DAS
Jumlah DAS yang dibangun rencana DAS N/A N/A N/A 34

indikasi program berbasis DAS

4 | Terbangunnya waduk multigpuna
Jumlah waduk multiguna yang Unit 34 38 36 41
dibangun Waduk

5 | Terkelolanya sistem irigasi secara modern
Jumlah Daerah Irigasi vang dikelola Daerah = N/A N/A N/A 7
secara modern Irigasi

Sumber: a) LKj KLHK, 2018, b) RKP 2019.

PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air dilaksanakan

melalui 6 (enam) Kegiatan Prioritas (KP), seperti digambarkan pada Gambar
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4.47, yaitu: (1) Penataan Kawasan Hutan (2) Pemeliharaan, Pemulihan, dan

Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya; (3) Optimalisasi Pemanfaatan
Waduk Multiguna; (4) Pengelolaan Air Terpadu Berbasis Pemanfaatan
Teknologi (Smart Water Management); (5) Modernisasi Pengelolaan Air Irigasi;
serta (6) Citarum Harum.

Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas

dan Aksesibilitas Air adalah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 42. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas
dan Aksesibilitas Air

Kegiatan - -
No. . Sasaran/Indikator  Target Satunan Lokasi K/L Pelaksana
Prioritas
1. | Penataan Tercapainya penataan kawasan hutan sesuai daya dulung daya tampung
Kawasan Hutan
a. Luas kawasan 65 Juta 34 KLHK
hutan dengan helctare Provinsi
indeks jasa
ekosistem tinggi
. Lipac KT sEr O Ta5 FarsarT =3 FILFOH
Parhimscha g o
PR
barbmcis Tecart
ars e
g = d
Feopiiiteyn  dan
HKaonservoast
S Doy AST
[="_C.1
Elocesmictarman.
A <Jurnlads mnst Eo e a ] it == LD
Eonserves ek Provinss
dan air (FTAL
Specmrmy sl Selorrs
Fang cHibemgraTr
B Lagss TITCIapes T SE. Do FHalomTa == FILFOH
Iotem. daz lahem Frovinsi
elalus Eoncervos
mamah dam: aEr
VECTA] s
ess e waru
TEamiTaEloat
= Pormlsi wwleysin =5 Tl 2 Provinsi Horman FLIPR
Vang directoraci
pe T
b. Parmlan s 2 Tamumng 3 Proransi Farmarn FUPR
direvitaticasi
= Cpamatcact Fambmngranen baredamgan dan heanguansn P rmpiang s lasmons
Farnan st
A Juammisin = Bardheegior S Frowinsi Elarmar FLIFPS.
e vrTgreTs s
yang dibemgnin
. JoEmlsn as Ebaraciamgmm 2o Earrar FLIFR
e g el Fronirel
pr-i=F. 5] .
palakoansern (o
ot
. Juredah arsbeares 11 Emiuani S Prowvansi HEaman FUFER

penarnbaban
Fumng=i aiT badon
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Hegiatan .
. . Sasaran Indikator
Ho. Target  Satuam Loknsi E/L Pelalema
. JuzElaty 1 Umit S Eemen FUFE
bendungan Haraz

Jumlsh berdungsn - Handungamn 11 Hamer FUFE

Jumlah bermdumgan 1 Handungan Jamn Harmam FUFR
yong dirghahilites Tangen

& Jurmlah et 34 Uit 0 ¥ Eaman FUFS
gistem informac FIovinal |y gomer BSOMd

& Luac janmgan 0,08 Jurs Ea 17 Hamar FUFR

b. Jummlah bendumg 10 Urds S Provinsl | Hamen PUPR

r. Lgas jaringan 029 Juta Ha 4 Kaman FUFR

a Jumiah Dagrah T Dmgrah & Provinsl | Hamen PUFR

b Jumlan Caerah i Damgrsl | & Provinsl | Kamen FUFR
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wo.  Lenatan o n/Wndikator Target Satuam  Lokssi  HJ/L Pelakmm

Foomias

. Luac janngan 1,793 Ha Frovinsl | Kaman FUFR
e . o
yang dibangun Timur dan

L L
Tenggam

d Luac fanmgan 3,500 Ha Frovinst | Hamen FUFR
R . .
non padi yang Baraf dan
dibangn Sulawmsi

Tangan
g Citarum Hamm Sicterm Pamantauan Fualitas A Citanmm

a Jumiah Tizk 42 Titk Jamrm e ELHE
Faniza il Hare: |y mop Prov. Jews
air Tersatar | o

di DAS
Citarum)|

b Jumish pusat 1 DAS Kota ¢ ELHE
m Handurg » DM Eab
loualites air Handuny

¢ DLHE Eab.
Sumadang

Fungulolaan knaslites air kaciBioss monimea) ielas IV

A Jumiah IFAL b Ttk Tersabar |« EIHK
Indusin yang th DAS s DLE Frov. Jass
terbamgin Citanm Eearmt

b Jumish KX vang | 20.700 EX Tarsebar |+ Egman FUFR
tarlayani IFAL SDAS |, picperidm Frov.
Eommal Cimmim g —
Damgctk

. Jharmiah KE vamng 1.455 EX Terssbar |+ Eaman FUPR
tarlayan tamgl @DAS |y Dizperidm Frov.
oaptilc Citamam L —

d Jarmisk bicgas 100 Uit Bartseari | ¢ Komentan
lmban tamnak + DLH Kab
TAng Tertargun Karamrang

* Dinas
Purtarian Eab
Bandung

* Dinmc
Hatahanan
Fargan dan
Patarnalan
Frov.JEma
Bamat

+ D[imas
Farikaman dam
Paternakan Kab
Baning Baraz

v Dimas
Parisroan Eab
Bl

¢ DLH Eab
Banhing Haraz
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Eegiatan .
. . Sasaran/ Indikator
Ho. Target Cafuan Lokssi E/L Pelak=ana

& Jumiah ruman 12 Ttk Tersabal | » Hamantan,

& Jumlan urit TEST T4 Uz Terzabar |» Kamen FUFS
[20-20 tom hai) @i DAS  |» Dicpariim Prov
yany tarbangun Citarum | Jawm Harat

b. Jumlah unt TFST 10 Uit Terzabar |+ Hamen FUFR
{10200 tom,had| di DAS » DLH EKsb
yeng terbanguan Citanam Bandung

C. Jumlah TFSER 235 Ut Tersabar | & Eemen FUFE
yany tarbangun @ DAS | » DLH Kota

Gmrum | Handung
® DLH Kab
T

d. Jumlah TPFST 1 Uz Tersabar | = Eemen FUFE
PnAnganan diDAS |« OLH Eab
Sammpah Sungai Cimmmam Hamdung
yeng terbanguan

g. Jurmlan unit TEST as Uit Terzabar |+ Eemen PUFE
B2, TPFST FOU di DA'S ® DILH Kots
yeng terbanguan Citmmim Hamdurng

f Jumlan unit 10 Uit Terzabar | « Eemen FUFE
ramrah kompos @i DAS |« DLH Prov.Josa
CATETAN VAT Citmmim Haoa:
barbangun
mmmEWMMMWFm' i

& Jumlsh petalk KIA 23,553 Fatalk Traduic EEF
yarg ditsrdbiom Cirata,

Traduic
Jafibatnr,
TWachik
Sagaling

b. Luas penghijausm 10,625 | Eakoare Tersibar | EIHE [HFDASHLL
]:Iﬂiﬂ.]ﬂ.'l:ﬂ.ﬂl:li‘hls @ DAS | Dinas
saluac (7,5%) Cimmum Perhutanan Frov

Jaws Harat

Fangurangan skor genangan: 15%

A Famang surgai 2LE Km Sgpamjang | Kaman FUFR
A dinormasian Sungai | (BEHWS Citanm)
dam gl yamng Citmram
i bamgun |
ditingiovtiown

b. Panjang keamal 531 Km Sepanjang | Kaman FUPR
banjir yang Sungai | (BEWS Citanum|

dibangan Citanam
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Kegiatan : :
No. Prioritas Sasaran/Indikator Target Satunan Lokasi K/L Pelaksana
c. Panjang sungai 1,3125 Km Sepanjang | Kemen PUPR
yang direstorasi Sungai | (BBWS Citarum)
dan dipelihara Citarum
d. Jumlah Check 2 Unit Sepanjang | Kemen PUPR
Dam vang Sungai (BBWS Citarum)
dibangun Citarum

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

3) Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan
Peningkatan EBT
Sasaran dan indikator PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan

Mengutamakan Peningkatan EBT dilihat pada tabel berikut.

Tabel 43. Sasaran dan Indikator PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan
Mengutamakan Peningkatan EBT

No. Sasaran/Indikator Satnan 2017*% 2018*%) 2019%) 2020%*)
1 | Meningkatnya Porsi Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional
Persentase Porsi Energi Baru dan Persen 6,28 7,68 12,4 134

Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional
2 | Meningkatnya akses dan pasokan tenaga listrik yang merata, handal dan efisien

Konsumsi Listrik per Kapita kWh 1.012 | 1.064 1.200 1.310
3 | Meningkatkan Efisiensi Energi
Intensitas Energi Primer/Intensitas Energi SBM/ 434 428,6 424 421
Final (SBM/Miliar Rupiah) Miliar /226,7
Rupiah

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan
EBT dilaksanakan melalui 5 (lima) Kegiatan Prioritas (KP), yaitu: (1) Akselerasi
Pembangunan Energi Terbarukan; (2) Peningkatan Pasokan dan Akses Listrik;
(3) Peningkatan Produksi dan Akses Minyak dan Gas; serta (4) Peningkatan
Implementasi Efisiensi Energi; (5) Pengembangan Industri Pendukung EBT.

Sasaran masing-masing KP dari PP Pemenuhan Kebutuhan Energi
dengan Mengutamakan Peningkatan EBT adalah sebagaimana pada tabel
berikut.
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Tabel 44. Sasaran da
deng

n Indikator KP dari PP Pemenuhan Kebutuhan Energi
an Mengutamakan Peningkatan EBT

E/L

No. EegatwmPrioites  Samom/indilater  Tamget  Simm Lokesi o

1. | Adlarad
Fambangunan Energl
Tarbariien

Meninglation pambangunan pembanglat ET

8. Pembangunan FLT 10.544 MW Tarcebar di | » Kgmen

EHT [Rumalasi] Saduruh | ESDM
Indomesia |, Hadan
Tieaha

& Jumilah produkes 10 Jum Bl | Tarsebardd |« Egmen
bakian halesr rabad Salbaruti ESDAL
IDACTRES |, Padam

Tisaha

b Pamaniaamm HHN a0 Parzan Tarsabardi | « Eumen
Jards Biodigeel Sgluruhi ESDM
tarhadap HEM Janis INdOMGEl | 4 Padan
Myl lar Usaha

dan Akmes Listmk
a Fasio eleicmifileas] 34 Parsan Tarsebar di | « Egmen
m ESDAL
INAOTREIA |, Padan
Tisaha
b Jumliah penjualan 265,21 T®h Tarsebar di | » Egmen
tanaga listric Seluruh ESDM
hﬂ.ﬂ:ﬂ:ﬂ. [ Hﬂm
Ticaha
£. Parsaniacs sumt 5.2 PalTali Tarsebardi |+ Exmen
jarngan Saluruh ESDM
h:lil:'m:ﬂ. [ Haim
-1k
d. Domeshe Miorket 144 JuaTon | Tersebardi |+ Eumen
Obfigahon (DRI0) Seluruh ESDM
batubara Irlorgaia
dan Akses Minyak dan
T
& Jumlah produies TOT Fipu HM/ | Tearsebardi | » Egman
iyl bum Hari Salunin ESDM
INACTRES | ) Padam
Tisha
b.Jumlah produles gas | 1.141 Ritu Tarsebar di | # Eamen
b SHM/ Salbaruti ESDM
Han IndoTssia |, Hadan
Tisaha
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Bo. Eegiatan Priomtas Sasaran [ Indilcator Target Satman Lokasi II
c_Jumtiah WE migas 12 Wilayah | Tarsebardi | » Kamen
Fang ditamarion Harja (W) Saluruh ESDM
Irsdomesia
aJumiah sammbumgsn 292533 | Sambungs | Tersebardd | s Eemen
ArTEAn gas unhak . Fumah Saluruh ESCA
rumal tanggs Tangg Indomsasia | g Pagdan
iTambanan| {SEy Trsaha
o Famiang jaringsn 1S 30E,95 Em Tarsebardi |+ Eemen
pipa franoriD dan Sgharuh ESDAL
dissribues ges b Indomesia | ¢ Padmn
Ti=aha
B = 5 . - -
b Friamei Ty I &
Emnargl
Funingiotan 2 Peralatan | Tarcebardi | « Egmen
Iﬁﬂ;lmﬂﬂ.ﬁ.m Selaruh ESDM
(tambahan) Indomssia
5 | Imdbastn Pendukumg infractnikchur EBT
EHT
& TEDN FLT Fanas 33 Partan Tarsebar di | » Kgmen
Hure Sgluruh ESDM
IDACTREIS | patar
Usaha
b. TEDN FLTS 40 Partan Tarbazar di | » Kgmen
m ESDAL
IDACTREIS | patar
T=aha
¢ TEDN FLT Hidro 70 Parsarn Tarsebardi | « Egmen
[Sampai dengam 10 5u1|.|:r|.:]:| ESDA
B IDACTREIS | patar
Tissahia

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

4) Program Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran dan indikator PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 45. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

No. Sasaran/Indikator Satuan 2017%) 2018%  2019%) 2020%%)
1. Meningkatnya kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan
a. Indeks kualitas air Nilai 58,68 51,01 55 73
b. Indeks kualitas udara Nilai 87,03~ 84,76~ 84 84
¢. Indeks kualiins tufpan Nilai 56,88+ 61,038 | 62 62.5
an
d. Indeks kualitas air laut Nilai N/A N/A N/A 59.5

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
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PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilaksanakan melalui

4 (empat) Kegiatan Prioritas, yaitu: (1) Pencegahan Pencemaran dan
Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (2) Penanggulangan
Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (3)
Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup; serta (4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Bidang SDA
dan Lingkungan Hidup. Sasaran masing-masing KP dari PP Prioritas

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup seperti pada tabel berikut.

Tabel 46. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup

. - Sasaran/ - K/L
No. Kegiatan Prioritas Indikator Target Satuan Lokasi Pe .
1.  Pencegahan Menurunnya potensi kejadian pencemaran dan kerusakan sumber daya alam
Pencemaran dan dan lingkungan hidup
Kerusakan Sumber
Daya Alam dan
Lingloungan Hidup
a. Persentase penurunan 10 Persen Pusat dan  KLHK
luas hutan/lahan yang provinsi
terbakar rawan
kebakaran
hutan dan
lahan
b. Jumlah pelayvanan 34 Provinsi 34 BMEG
prediksi dan peringatan Provinsi
dini cuaca dengan
Scaiing Up Weather
Capacty I
. Juzplah pemamtmian a4 Frovinsi a4 ® BOLHEC
loxalitzs udara untalk Frovinsl | » Pamda
logalites udara
d. Jurplah tercediarmm 71 Lokeasi a4 » ELHE
informasi dat koalites Froving | o pormds
air sungsd, darevs, dan
1z umitulk =ariy
LTI SStem
penceImaTAn dan
kerusakan Hngkoangan
2. | Fenanggalangsn Maninglatmys respons cepat dalam mengurang Intensitas pencamnaran dan
Fencemaran damn losrzsalkan sumber daya alam dam Engloangan hidup
Karacalioyn Sumbar
Cena Alarm dan
Linglmungan Hitup
a. Farcanmcg 17.5 Farzan Pusat KLHKE
pemingicaam naalitas
fungd akocictam
persicr dam 1=t
b Jumiai kol St v aa Eabruraian =4 KLHKE
mamarnaly SrEEt [ Elota Provims
DROUTANGAT. SAIEDah
berdasariom

Jakstranas sebamyalk
400 kb /oo dalam 5
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dan Herusalan Sumber
Cenma Alars dan
Linglningan Hiduap

Halambagnan dan

Funagninn
Hitang Sumbar Daya
Alarmn dam Linglomgan

. Jumiah sampah YARE
ertameam dh THEES
dactinac wizaty
Prantss paosr dan
Lot sebacar 63,000
ton dalam 5 sk

d Jumish facidiac
pangolinan Hmbah B3
dan mediz

&, Jumish facidias
pangolahan @mas man
marinum & FESH vang

Hi iz

20,000 Toxn
= it
= it

FPusat

z .

z .

® BLFIEC
s KEF

Manimglatoyn upays perrlina pencamaran dan kereslan summber days

alamm dan linginingan hidup

a Luas elmoriom

c Loac knwacan
loncermad paraiTan

Spasias Tarancaom
Punah

S00.000 Ha
7,50 Ha
T, D00 Ha

1& Laokes=i

a8 Laokes=i

] Farcan

a -

3 Loy

& provinsi

Fusat

pengalolasn surmbar dage alam dan ingloongsm. hidap

a. Furcaniasse kematan
Ingloomgan terbedan
pm‘nmtm:_lmil:
pangalolaan Nngioingar
hichup dan Elisinianamn

b. Jumlah parvslecasam
kazus campat FX1
uniuk penebangam lar,
kgbaloran nyman dan
laban, pamshindupan
dan persdaran illegal

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

65 Farzan
130 Elmcuas
17 Gugatan
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5) Program Prioritas Penguatan Ketahanan Bencana

Sasaran dan indikator PP Penguatan Ketahanan Bencana dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 47. Sasaran dan Indikator PP Penguatan Ketahanan Bencana
No. Sasaran/Indikator Satuan 2017%) 2018%) 2019%%)  2020%)
1. Terwujudnya pembangunan berketahanan bencana

Indeks Ketahanan Bencana Daerah Nilai 0,44 0,47 0,5 0,52
Kenaikan
rata-rata 5%

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Penguatan Ketahanan Bencana dilaksanakan melalui 4 (empat)
Kegiatan Prioritas (KP), yaitu: (1) Penguatan Kesiapsiagaan Menghadapi
Bencana; (2) Penguatan Peringatan Dini Bencana; (3) Penguatan Manajemen
Kedaruratan; serta (4) Percepatan Pemulihan Pascabencana. Sasaran
masing-masing KP dari PP Penguatan Ketahanan Bencana adalah

sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 48. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Ketahanan Bencana

No. Kepgiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
1. | Penguatan Kesiapsiagaan Meningkatnya kesiapsiagaan bencana

Menghadapi Bencana
Indeks 10 Persen 34 +« BNPB
Kesiapsiagaan Provinsi e Kemendagri
Daerah + Kemen PPPA
+ Kemenkeu
* Kemensos

+ Kemen ATR/BPN
2.  Penguatan Peringatan Terwujudnya sistem peringatan dini bencana terpadu

Dini Bencana
Jumlah Sistemn 1 Sistem Pusat |« BMKG
Peringatan Dini s Kemen ESDM
Terpadu + LAPAN
3. | Peningkatan Manajemen @ Meningkatnya kecepatan respon penanganan darurat bencana
Kedaruratan
Persentase waktu 100 Persen 34 « BNPB
respon kejadian Provinsi |« Kemenkes
bencana kurang dari
24 jam
4, | Percepatan Pemulihan Terwujudnya percepatan pemulihan pascabencana menjadi lebih baik, lebih
Pascabencana aman dan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan
Indeks Pemulihan 5 Persen 34 « BNPB
Pascabencana Provinsi  « KUKM

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
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e) Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

PN Stabilitas Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan untuk memastikan
terjaganya keutuhan wilayah dan rasa aman di masyarakat, meningkatnya pelayanan
dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI)
di luar negeri dan terwujudnya penegakan hukum dan sistem anti korupsi yang
optimal, menurunnya penyalahgunaan narkotika, serta meningkatkan keamanan
siber. Permasalahan utama yang akan dihadapi pada tahun 2020 adalah: (1) dinamika
lingkungan yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa dan negara, seperti aksi
terorisme dan separatisme; (2) adanya potensi ancaman terhadap kedaulatan
Indonesia dan WNI di luar negeri; (3) belum optimalnya pemanfaatan kerjasama
pembangunan internasional; (4) belum efektifnya sistem peradilan dan maraknya
praktik korupsi di berbagai bidang; (5) maraknya peredaran gelap dan
penyalahgunaan narkotika; serta (6) gangguan keamanan siber.

Sasaran dan indikator Prioritas Nasional ini adalah sebagaimana tercantum

pada tabel berikut.

Tabel 49. Sasaran dan Indikator PN Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
No. Sasaran/Indikator Satnan 2017 2018% 2019 20207
1. | Terjaganya keutuhan wilayah dan rasa aman di masyarakat

a. Indeks Kekuatan Militer Nilai 0,335  033% | 028 | 025
b. Crime Rate Orang/100.000 | 129l 129+ 129 | 128%
penduduk

2 | Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri

Indeks pelayanan dan Nilai 90.504 092,469 | 84.23  84.23<
perlindungan WNI/BHI

3. | Terwujudnya sistem hulum nasional yang mantap

Indeks Pembangunan Hukum Nilai 0,60 0,61 0,63 0,65

Sumber: a) Global Firepower 2018 (diolah); b) Statistik Kriminal 2018; c) Kementerian Luar Negeri

Memperhatikan hal tersebut, PN Stabilitas Keamanan Nasional didukung oleh
5 (lima) PP, yaitu: (1) Penguatan Kemampuan Pertahanan; (2) Peningkatan Diplomasi
Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional; (3) Penguatan Sistem Peradilan

dan Upaya Anti Korupsi; (4) Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan
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Siber, dan Penguatan Keamanan Laut; serta (5) Penanggulangan Narkotika dan

Penguatan Kamtibmas.

Gambar 8. Kerangka PN Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
,:\' PRIORITAS NASIONAL

(1 ' PROGRAM PRIORITAS

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

1) Program Prioritas Penguatan Kemampuan Pertahanan
Sasaran dan indikator PP Penguatan Kemampuan Pertahanan terdapat

pada tabel berikut.

Tabel 50. Sasaran dan Indikator PP Stabilitas Keamanan Nasional
No Sasaran/Indikator Satuan 20179 2018 2019 20207

1.  Terpenuhinya kekuatan pokok minimum

Persentase Pemenuhan Minimum Essential Force Persen | 52,3+ | 60,44 | 68,9 72
(MEF)

2. Meningkatnya kontribusi industri pertahanan terhadap pemenuhan alutsista pertahanan

Persentase Kontribusi Industri Pertahanan Persen 469 | 359% @ 43,6 250

Sumber: a) Kemenhan dan Bappenas (diolah), 2019

PP Penguatan Kemampuan Pertahanan diwujudkan melalui 3 (tiga) KP

yaitu: (1) Peningkatan Kekuatan Pertahanan; (2) Penguatan Kemandirian
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Pertahanan; (3) Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertahanan dan
Keamanan di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar. Sasaran masing-masing

KP dari PP Penguatan Kemampuan Pertahanan seperti tabel berikut.

Tabel 51. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Kemampuan

Pertahanan
No. llf:g:?; Sasaran/Indikator Target Satuan  Lokasi PEK*' . .
1 | Peningkatan Meningkatnya kuantitas dan kualitas alutsista
Kekuatan
Pertahanan
a.Jenis Alutsista yang diadakan 12 Jenis Pusat Kemenhan
b.Jenis Alutsista yang dipelihara 7 Jenis Pusat Kemenhan
dan dirawat
c.Jenis sarana-prasarana 10 Jenis Pusat Kemenhan
pertahanan yang dibangun
2 Penguatan Meningkatnya kemandirian industri pertahanan
Kemandirian
Pertahanan
a. Jumlah teknologi pertahanan . Peket | Pusat | Kemenhan
industri pertahanan yang diteliti
dan dikembangkan
b. Jumlah Alutsista industri 1 Paket Pusat Kemenhan
pertahanan yang diproduksi
3. | Penguatan Meningkatnya pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar
Kapasitas
Kelembagaan
Pertahanan dan
Keamanan di
Perbatasan dan
Pulau Terluar
a. Panjang Jalur Inspeksi Patroli 200 Km Kalimantan  Kemenhan
Perbatasan (JIPP) yang dibangun
b. Jumlah pos pengamanan 9 Bangunan |NTT, Papua Kemenhan
perbatasan (Pamtas) yang
dibangun
c. Jumlah Pos TNI AL (Posal) yang 16 Bangunan Papua | Kemenhan
dibangun
d. Jumlah Pos Lintas Batas Negara 11 Bangunan |Di 11 lokpri Kemen PUPR
(PLBN) yang dibangun
e. Panjang pilar batas wilayah negara =0 Km Kahéma:;tan BNPP
yang difasilitasi
f. Jumlah Pilar Titik Referensi Batas 20 Pilar Pusat  BNPP
Negara Wilayah Laut dan Udara
yang diidentifilcasi/diinven-tarisasi
g. Jumlah aparatur pemerintah di 300 Orang Pusat BNPP
kawasan perbatasan yang dilatih
h. Jumlah masyarakat desa terdepan 150 Orang Pusat BNPP
perbatasan negara sebagai bagian
sistern hankam yang difasilitasi
pemberdayaan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
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2) Program Prioritas Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama

Pembangunan Internasional
Sasaran dan indikator PP Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama

Pembangunan Internasional terdapat pada tabel berikut.

Tabel 52. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Diplomasi Politik dan
Kerjasama Pembangunan Internasional

No. Sasaran/Indikator Satuan 2017 20189 2019% 2020
1. Meningkatnya peran serta terjaganya kedaulatan wilayah Indonesia
a. Persentase Kepemimpinan Persen 94,55 120,37 95 95,67

Indonesia pada forum
multilateral dan regional

b. Persentase Kemajuan Persen 100 98,11 100 100™

perundingan perbatasan
2 Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri

a. Persentase Penyelesaian Nilai 80.62 T7.384 78.39 | 78.39"
Kasus WNI dan BHI di luar
negeri

b. Persentase Sistem Nilad 118.66% | 123.34 100 1007
Kelembagaan Perlindungan
WNI dan BHI di luar negeri

c. Persentase Diplomasi Nilad 95.76~ 116.62x 88.5 88.5"1

Perlindungan WNI dan BHI
di luar negeri

3. Menguatnya pelaksanaan kerjasama pembangunan internasional
Jumlah Program /Kegiatan Program/ 59 69 T6r a6
Kerjasama Selatan-Selatan Kegiatan
dan Triangular

Sumber: a) Kementerian Luar Negeri; b) Kementerian PPN/Bappenas;

PP Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan
Internasional diwujudkan melalui 3 (tiga) KP yaitu: (1) Penguatan Diplomasi
Politik-Keamanan dan Perbatasan; (2) Penguatan Perlindungan WNI di Luar
Negeri; serta (3) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional. Adapun
rincian sasaran masing-masing KP dari PP Penguatan Diplomasi Politik dan
Kerjasama Pembangunan Internasional sebagaimana terdapat pada tabel
berikut ini.
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Tabel 53. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Diplomasi Politik

dan Kerjasama Pembangunan Internasional

No i"i;":itt:: Sasaran/Indikatex Tarpet Satman  Lokasi
1. | Penguatan Meningkatnya peran serta terjaganya kedaulatan wilayah Indonesia
Diplomasi
Politik-
Keamanan dan
Perbatasan
a. Jumlah Dokumen Hasil Perundingan 8 Dokumen Pusat
Batas Laut INA dengan Prioritas PLW,
VNM, dan MLY, Pelaksanaan
Konsultasi dalam rangka Persiapan
Proses Realignment FIR dengan SIN
dan MLY, Verifikasi Updating Batas
Maritim RI dgn Negara Tetangga dalam
rangka mendukung kebijakan 1 peta
b. Jumlah tanda batas negara 120 Pilar Kaltara,
NTT (2),
Seluruh
Indonesia
c. Jumlah peta batas negara 32 NLP RI-MLY,
RI-RDTL,
RI-PNG
d. Jumlah Kezepakatan Telkmnis & Kesepakatan | RI-EDTL,
Perundingan Batas Laut Tekmnis RI-MLY
12,
RI-PLW,
FI-VIM,
RI-5IN
e Jumlah Kecepakatan Teknis 3 Eesepakatan | FI-MLY,
Perundingan Batas Darat Teknis RI-EDTL,
RI-FNG
f. Jumlah Kesepakatan Perundingsn 5 Kezepakatan Pusat
Batas dan Kerjasama Wilayah Negara
g. Peringkat jumlah pasukan perdamaian 10 Peringlat Pusat
[PEO)| yang dikdrim Pemerintah besar
Indonesia
h. Indeks Kepemimpinan dan pengaruh a5 Nilai Pusat
Indonesia dalam Foram Multilateral Perwalkilan
2. | Penguatan Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri
Perlindungan
WHI di luar
negeri
a. Persentase Kasus Knusus yang 759 Persen Pusat
dizelezaikan Perwakilan
b. Perzentase Kasus Umum yang &3 Parzen Pusat
dizelesaikan Perwakilan
c. Persentase Integrasi Sictem Pendataan 100 Parsen Pusat
WHI di luar negeri Perwalkilan
d. Persentase Produk Hulum dan 100 Perzen Pusat
Panduan Teknis Bidang luar negeri Perwalrilan
vang diteraplkan
e. Persentase Pejabat/Staf yang Memilikd 100 Perzen Pusat
Sertifikat Pelatihan terkait Penanganan Perwalrilan
Perlindungan WNI dan BHI di luar
negeri
f. Persentase implementasi aplikasi portal 100 Persen Pusat
Pelayanan dan perlindungan oleh Perwalilan
Perwalkilan FI di Luar Negeri
2. Perzentase rekomendasi Kemenla yang a7 Parzen Pusat
diterima dalam isu perlindungsn WHI- Perwalrilan

BHI pada forum perundingan

K/L
Pelaksana

Kemenlu

BIG

BIG

BIG

BIG

Kemendagri

Kemenlu

Kemenlu

Eemenlu

Kemenlu

Eemenlu

Kemenlu

Kemenlu

Eemenlu

Kemenlu
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h. Persentase rekomendasi Kemenlu yang 89 Persen Pusat Kemenlu
diterima dalam kebijakan atau regulasi Perwakilan
nasional terkait perlindungan WNI-BHI

i. Persentase responden yang 89 Persen Pusat Kemenlu
memberikan umpan balik positif atas Perwalkilan
Public Awareness Campaign
perlindungan WNI

j. Persentase respon positif pemberdayaan 89 Persen Pusat Kemenlu
kelompok masyarakat dalam kerangka Perwakilan
perlindungan WNI di luar negeri

k. Jumlah atase yang memberi 13 Atase Perwalkilan ' Kemnaker
perlindungan pekerja migran Ketenaga- « BNP2TKI

kerjaan
Penguatan Menguatnya pelaksanaan kerjasama pembangunan internasional
3 Kerjasama
* | Pembangunan
Internasional

a. Jumlah layanan Kerjasama 1 Layanan Pusat KKP
Internasional

b. Jumlah Bahan Kebijakan Koordinasi 10 Dokumen Pusat Kemenko
Hukum dan Perjanjian Maritim yang Maritim
Diselesaikan

c. Knowiledge sharing Kerja Sama Selatan- 1 Laporan Pusat KemenPPN
Selatan dan Triangular Bidang /Bappenas

Infrastruktur

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

3) Program Prioritas Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
Sasaran dan indikator PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti
Korupsi terdapat pada tabel berikut.

Tabel 54. Sasaran dan Indikator PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya
Anti Korupsi

No. Sasaran/Indikator Satuan 2017 20189 2019% 2020
1. Terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap
a. Indeks Pembangunan Hukum Nilai 0,60 0,61 0,63 0,65

b. Indeks Perilaku Anti Korupsi Nilai 3,71 3,66 4 4

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi diwujudkan
melalui lima KP, yaitu: (1) Penataan Regulasi; (2) Perbaikan Peradilan Perdata
untuk Kemudahan Berusaha; (3) Perbaikan Peradilan Pidana dengan
Pendekatan Keadilan Restoratif; (4) Penguatan Upaya Anti Korupsi; serta (5)
Penataan Biaya Politik. Adapun rincian sasaran masing-masing KP dari PP
Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi sebagaimana terdapat
pada tabel berikut.
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Tabel 55. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Sistem Peradilan dan
Upaya Anti Korupsi

Sazaran/Indikator Target Safuan Lokasi E/L Pelaksana

Eematan
Ho = c
Ragulasi
& Jumlsh SOF mangenai 1 Dokuman Fuzat | Eamankumham
tindak lanjut hasil
valuasi huloam

i

b Jumilah Fedoman Konsulias 1 Dokuman Eamanlamham

Fubik

i

. Jumlsh Aplikaci Fenjaringan 1 Fakat Eamankumham
Fartizipasi Publik Barbasis
Teknologi Informasi

d. Jumlah Anoctasi Undang- 15 Undang- Fuszat | ME
Undang Eardasarian Undang
Funasan ME

& Jumlsh Moniforing dan 1 Fekomendac
Evaluasi Putusan ME

i
:

f Jumlah Harmonizasi 10 Fakomendac
Esbijaican dan /atan FaIumpaan
Farataran Parundang-
undangan unmk
Hak Korban dengan
Farspaicaf Korban

:
E

g KUHF yang diundangican 1 Dokuman Eamankumham

h. Famtahbacan Eancangan 1 Dokaman
Undang-Undany Hukum
Arcara Fordat 1 DFR

i

Eamanlamham

i. Fanyusunan Rancangan 1 Dolumsn | Fusat | Esmenlumham
Undang-Undang Fidusia di
tingleat PAX

J- Habijaican pandukung 1 Dolumsn | Fusat | Esmenlumham
panyusunan Nazkah
Alkademik Rancangan
Undang-Undang Badan
Uzaha

k Faoyusunan Rancangan 1 Dokuman Fuzat | Eamankumham
. § Nt di

ungkat PAK
L Hackah Alcadamik FUU 1 Dokumen | Fusat | Esmanlmham
Eadan Usaha

2 | Farbadkan | Tervujudnya peradilan pardata yang mendukung kemuodahan berasaha
Faradilan
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§o opmtam Sasaran /Indikator Target Satuam  Lokasi EJL Peliksama

A Jumish Eafian Evahias dan 1 Laporan Pucat | A&
Urgend Fanguacan
Ealambagasn Juraso

b Jumilsh Pangambargan 1 Sictem Pucat | A

hzgasi
2. | Furbadian | Menitglovms penyelicaian periars dengan pandalovtan keatilan rectoratf

a Jumlah Petumuk Teimis 1 Jhulis Pusat | Kaagung
Pananganan Perkara dengan
Fendcozn Keaditan

b Himieik Penumout Tmum | Laporan Pusat | Kaagung
cabagai Facilitator dalam
Fenanganan Poriawrs dangan

€. Jumiah Pezerts Dildat 4320 Orang Pucat | Kamaniormham
barbacic Kompatans di

. pelanggaran HAM yang Etmramgan

f Jumlsn Standsr nores dan 3 Smandar

;
E
:
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|

Target Satuan
jo Jomlah Wilayah yang 22 Wilayah

unmuk Tenags Fandaiong
SFFTTI

Lokssi E/L Pelaksama
Fusat

Kamanioirharm

k Jumiah Wilsyah yang 22 ilayah Pucat | Eamankowmham

dam Evaluns Implamantasi

Pung= SFPT T1 di Faradilan

. Sictam Paradilsn Pdams 4 Digsain Puca: | Kemankoerinto

. Jumish Layanan Pos 111.584 Jam

i
g

q. Jurelah Perkers paradilan %583 Parkara

i
g

£ Jumish Perloam 11.273 Parkamn Puzat | MA

t Jumish Perloam 28207 Parkamn Puzat | MA

u Jumiah Layanan Hanfuan 134346 | Jam layaman | Pusat | BIA

. Jumish Perloam 4.151 Parkamn Puzat | MA
Agmrra yang dicelesaiiom
malaiy Sidamg Terpadu
w. Jureiah Perkers Paradian 42 Parkara Puca: | BIA
Tata Usaha Negam yang
ilm melahsi

drcalacmicoum
Prambehacan Hixym Farlors
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L Sasaran /Tndikertor Target Satuam Lokesi E/L Pelaksamn

I Jupiah Pelaymanam Fos B840 <Jam Fuzal | MA
Hamhuan Hulom Layanan

y. Juomlah Fekomendac urtik 1 Fakorendss | Pusat | Komnas
Pelalreanaam Crulningan Farumpuan

an Jureiah Eegiatan Bantuam 758 Baglatan Pucat | Eemarnioirehem
Hulomm non Littgasi

bib. Jumlah Pembandayaan =5 Eglomepok | Deemh | Earmankumrham
Macyamiat untik Masyarakat
Palalccanaan Koadilan (Polcmac)
Fastorat

Fenguatan  Hgrinirangrova praicil komuped
o Jumlah Wikaymh Fona &0 Sadimr Pucat | Kamaniooreberm

Integritas (1) dan WHE dan
WHHM

i
E_

|

|
TELE

|

Laporan APBN Tahun 2020 Triwulan I 95



Laporan APBN Tahun 2020 Triwulan I

Ergiatan .
Priogt Sasaran | Indilertor
No Target Satmam Lokxsi KL Pelak=ama
Macipnal Fencegahar
EKorupd
k. Jumlah UEFH.J yang 100 UEFR] Puzei | LEFP
Mancapai Manirtas doz
[I.ﬂ'?ﬂla-:l Doamk
1 Jumlah Insiand Famerinah 15 Inrinns Pusez | AHRI
yang Menarima Pamarinink doz
Fandarpingan Fengelolasn Doamk
Arsip Terjaga dan ATSip Asat
m. Jurlan Unit Karja yang 455 UnitKarja | Pused | Kwmax FANRE
Digvaluag unfk doz
Frediim: Doamok
WHE WHEM
o Jumlah Instoand Famerinih El6 Insinnsi Puset | Haman FANRE
yang Dibariioan Acictenc Pamarizinh dox
dan Digvalung Doamb
Implamanta Sictem
Alnunfahilites Kinerja
Instans Femarinish (SARTF
o, Jumlah Instans Pamerinish 100 losinne Puzei | Hamaz FANRE
yang Mangimplementasiiom Famarizink de=
Intagmitas ASH Doamk
p. Jumilash Incand Fumerinish 1z lazionzi Pused | EAEH
yang Diawa Famarininh don
Miln Ciacar, Eods Eodg Doamk
Farilaloa
g Jurlan Felromendas ams 15040 Fabomandes: | Puse: | KAZH
Palalreanaan Seladed JPT & don
Instans Femarinish Doamk
r. Intgrac Pemncanasm, 1 Biztwem Fuset | EwmanPFH/
Fanganggaran, Fangadaan Tamnuages: dom Boppasas
Harang Jaca Akninsabilitas Doamk
Finarja, serm Fumantan
dan Evaluasi
& Jumlah Insiand Fumainizh T2 Insinnsi Puze | AHRI
Adan &-ArTi Famarizink da=n
TEny Manarazion P .
Hiava
Foiitk
A .Jumish Pembantylosn Pusst 15 Cgrah Ciagrah | Hamasin
Fandidilown Pengammsan
b. Jumish Fenegalen Kode s Laporan/ | Fusa: | Hawasiu
Etik Fermyelenggaraan
Feriln doloamman
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Hegiatan . .
Priori Sasaran /Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
c. Jumlah Pengembangan 19 Daerah Daerah | Bawaslu
Puzat Pendidikan
Penpawasan Pemilu
Partizipatif Hacil Filofing
d. Jumlah Bantuan KEeuangan | 126.376.418 Suara Sah Pusat | Kemendagri
kepada Partai Politik

e, Jumlah Pendidikan Pemilih 34 Satker Daerah | KFU
kepada Dasrah Partisipasi
Fendah, Dasrah Potensi

Pelanpraran Pemilu Tingsi,
Daerah Fawan
HKonflik/Bencana

f. Persentase Program Siaran 75 Perzen Pusat | Komisi
Berindelks di atas 3 Penyiaran

Indonesia

g. Jumlah Provinsi dengan 24 Provinsi Puszat | Dewan Pers
Indeks Kemerdekaan Pers di dan
atas 70 (kategori baik) Diaerah

h. Perzentase sengketa o0 Perzen Pusat | Komisi
inforasi terdaftar yang Informacsi Pusat
dizelezailean

i. Persentase terbentulmya a5 Perzen Pusat |- Ditjen IKP
PPIC di Provinsi dan dan Kemkominfo
Eabupaten /Kota Diaerah

paten Ko &Y, - Komisi
Informasi
Pus=at

j- Persentase Pemahaman 75 Perzen Pusat | Komisi
Mazyarakat tentang dan Informasi Pusat
HKeterbukaan Informasi Diaerah

k. Jumlah Penpuatan Polgja IDI 15 Provinsi Daerah | Kemendagri

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

4) Program Prioritas Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan
Siber, dan Penguatan Keamanan Laut
Sasaran dan Kerangka Program Prioritas Penanggulangan Terorisme,
Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut terdapat pada
tabel berikut.
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Tabel 56. Sasaran dan Indikator PP Penanggulangan Terorisme,
Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut

Sasaran/Indikator Satuan 2017 20184 2019% 2020

Meningkatnya penanggulangan alksi terorisme dan keamanan serta ketertiban masyarakat
Skor Global Terrorism Index Nilad 4,54 4,544 4,54 ) 4,3

2 Meningkatnya ketahanan dan keamanan siber

Skor Global Cybersecurity Index Nilai 0,42 0,78 0,80 0,83
Indonesia®
3 Meningkatnya keamanan laut
a. Jumlah penyelesaian kasus Kasus N/A 98 103 108
tindak pidana di wilayah
perairan <)
b. Relay time informasid Menit N/A N/A N/A 60
c. Response time instansi kamla 4 Jam N/A N/A N/A 24

Sumber: a) GTI, 2019; b) International Telecommunication Union (ITU), 2018 (diolah); c) Polri, 2019;
d)Bakamla, 2019

PP Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan
Penguatan Keamanan Laut diwujudkan melalui 3 (tiga) KP vyaitu: (1)
Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme; (2) Penguatan Ketahanan dan
Keamanan Siber; dan (3) Penguatan Keamanan Laut. Adapun rincian sasaran
masing-masing KP dari PP Penanggulangan Terorisme, Peningkatan
Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut terdapat pada tabel berikut.

Tabel 57. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penanggulangan Terorisme,
Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut

Kegiatan . . K/L
No Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi Pelaksana
1 Pencegahan dan Meningkatnya upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme
Pemberantasan
Terorisme
a. Jumlah operasi intelijen 100 Laporan Pusat BIN
kontra terorisme cipta kondisi
dan Pengamanan PON Papua
b. Jumlah operasi intelijen 90 Laporan Pusat BIN
kontra separatisme cipta
kondisi dan Pengamanan PON
Papua

Laporan APBN Tahun 2020 Triwulan II 98



Laporan APBN Tahun 2020 Triwulan I

Esgiatan . EfL
Bo Priogt Samaran Indiledor Target Sxtuam Lodmg Pelak
€. Jumiah kegiasan knordinasi 1 Wilayah NTE  ENPT
PaTAn Sarta masyaraior dam
PAmAMTIAR CAlAT TRneanan
tarorisme
d Draf: Indakes Akchuslizad 1 Ciclnumen Pusat HFIF
Fancadia
&, Jumlah modil pandidiioan 1 Doinamen PusaT  » Kaman
pamathamman mila-Trla FANEH
Fancagla bagi ASH
& HFIP
¢ HEN
s LA
¢ Hemandagr
i
f Jumiah Heirs Warga Hinaan 50 Crang Fusai | Eemancos
Famasyaraia: Tararis yang
Sosial
g Juriah warga manmnlot d 10.000 Jrang Pucai | Eemamoos
Loicas] ravan bencana yang
TandaTakian pnsahan
tRroTisme
2  Pengmatan

Kotaharan dan  Menguaimys istahanan masyamkar rhadap serangan siber dan menguaimmys @
— kakila pamangion kepentingan tarkait dber

Siber

n. Jumlah Sorputer Seourty 15 ELD Pucat dan | H5SN
Incident Respanse Tegm Dagran
[CSIRT) yang dibantul &

b. Jumlah operac intalijen Sbar 250 Laporan Fusa: | BIN
bidang konira Fangamanan
Kagiazn FON Papua

€. Jumlsh operas inbalijen Shar 300 Laporan Fusa: | BIN
Pangamaman Kegiatan FON
Fagua

4. Jumlsh ASH yang difngition 100 Lulucan | Pusatdan  HSSH
kapasitacoya dalam bidang Cagran
ksamaman Sher

a. Jumlsh ASN pada K1D yang 200 Lulucan  Pusatdan  BSSN
dalam hidang SFHE

f Jumlsh SOAS pengelola 500 Lualusan Pusat | HSSN
ksamanan Sher pada seicor
Infrastruler Infarmas

Ecriletileal Nasianal [ITET] | Ham
to Defenss Frogram]
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ElL

Ko I Sazsaran (Indikator Target Pl

g Pulaiceansan National Cyher 1230
Eoveroise Dvill Test

BSEN

1IN
g

E
:
!
i
i
i
;

L Jumlsh ASH pada ELD yamg 100 Lulusan Desrah  BSSH

p. Jumlah Fanyslenggama Sictam 100 FSE Pusat dan | BSSH
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o | Sasaran/Indikatar Target Satuan Lokasi ."

X Jumilsh pemarapan standar 100 PZE Puocat dan - BSSH

koo digital Sictam
Elsicromilk)
2 Feogastan 2
I Lapg  MORTIMEENTIDAR Jurmiah pempelecainn etahanan of wlayak laat

a Jumlah Hari Operasionsl 150 Hari Cparasi Pusat EKEF
Eapal Fangauas Dalam
Rangio Pengawacan Eegiatan
Mg, Unreported, Drregeited
{TU)| Fishing Dan Merasak:
Supber Daya Kelantam Dan
Fariicanan Tt Wilayah,
Fangulolasn Farikanan
Fapubik Indonesia [WFF — HE)|

b. Jumlah Hari Operasi Pesamat 150 Hari Cparasi Pusat EKEF
Fasrali

. Jumilah Kapal Pongamas Fang ] Tt Pusaz EEF
frbangum
Speed Hoot/Rigid Inflatable =
Boat/ RPubber Boat Provinsi

& Jumlah parkars tindaic pedara 150 Enasus Pusat EKEF

yoog
dimchic seoars akointabal

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

5) Program Prioritas Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas
Sasaran dan indikator PP Penanggulangan Narkotika dan Penguatan
Kamtibmas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 58. Sasaran dan Indikator PP Penanggulangan Narkotika dan

Penguatan Kamtibmas
No Sasaran/Indikator Satuan 2017 20189 2019% 2020m

1  Menurunnya penyalahgunaan narkotika

Anglka Prevalensi Penyalahgunaan Persen 294 2,65% 2,650 2,55
Narkotika

2 Menurunnya tingkat kejahatan
Clearance rate Persen 62,994 65,664 65,664 68

Sumber: a) BNN 2018, b) BNN 2019 (diolah), c) Statistik Kriminal 2018, d) Bareskrim Polri 2019

PP Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas diwujudkan
melalui 2 (dua) KP yaitu: (1) pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi
penyalahgunaan narkotika; dan (2) peningkatan pemeliharaan keamanan dan
ketertiban. Adapun rincian sasaran masing-masing KP dari PP
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Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas sebagaimana terdapat

pada tabel berikut.

Tabel 59. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penanggulangan Narkotika dan
Penguatan Kamtibmas

No %fi‘:;:: Sasaran/ tor Target Satuan Lokasi Pel:l{:ana
1 Pencegahan, Meningkatnya upaya pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika
Pemberantasan,
dan Rehabilitasi
Penyalahgunaan
Narkotika
a. Jumlah laporan kajian hukum 1 Laporan Pusat BNN
sistem peradilan pidana
narkotika
b. Jumlah kawasan rawan 4] Kawasan Aceh Besar, BNN
kultivasi, produksi, Bireuen,
penyelundupan, peredaran Gayo Lues,
gelap, dan penyalahgunaan Sumut,
narkotika dan prelursor Sulsel,
narkotika yang diintervensi Kalsel
program Alternative
Development
c. Jumlah fasilitas layanan 10 Fasilitas Pusat BNN
rehabilitasi berbasis komponen
masyarakat yang memenuhi
Standar Pelayanan Minimal
(SFPM)
d. Jumlah petugas agen 200 Orang Pusat BNN
(pendamping) pemulihan bagi

penyalahsuna narlkotika dan
prelursor narkotiks yang
ditinglatlcan kapasitasnya
e. Jumlah desa yang memililsi 173 Diesa 34 Provinsi | BNN
alokasi SngFAran Program
ketahanan keluarga dari dana
desa [Desa Berzsih Narkoba)

f. Jumlah Laporan Kajian Decain 1 Laporan Pusat BNIN
Strategi “Active Defense™ dalam
pencepahan peredaran gelap
narkotilka

g. Jumlah Korban 20000 COrang Pusat Kemensos

Penyalahsunaan Napsa yang
mendapatlkan Fehakilitasi dan
Perlindungsn Sosial

2 Peninglkatan Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat
Pemeliharaamn
HKeamanan dan
Hetertiban
a. Jumlah Command Cenfer yang =1 Lokasi Apceh, POLRI
dibansun Sumlbar,
Lampung,
Sulbar, dan
Kaltara
. Jumlah rumah susun yang & Palet Densus 88 POLRI
dibansgun AT, Sumut,
Jabar,
Jateng,
Kalbar, dan
Sulzel
. Jumlah Fuang Pelayanan 3 Lokasi Polda Bali, POLRI
Khusus (RPE] yang dibanpun Sumut,
Polrestabes
Surabaya
d. Jumlah Peranglkat Data Cenfer 42 Unit EBareskrim Polri
yang dioptimalisasilcan Polri
e. Jumlah Sistem Aplilcasi E- 727 Unit Bareskrim Polri
Manajemen Penyidilcan yang Polri
dibansun
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. Jumlah SKCK Cnline yang 100
dibanzun

. Jumlah dokumen Fencana 34
Aksi Penanganan konflik sosial

. Juralah warga masyarakat di 41.930
lokasi rawan bencana yang

mendapatkan pencegahan

konflik sosial

i. Jumlah korban bencana sosial 120.000

vang mendapat pemenuhan
kebutuhan dasar

j. Jurmlah aparatur pemerintah 200

daerah yang berkapasitacs
melakukan kewaspadaan dan
deteksi dini

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Unit

Dokumen

Crang

Crang

100 Polsek  Polri
Pusat Kemendagri
Puszat Ksmenszos
Pusat Kemensos
Dasrah Eemendagri
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BAR Il

PELAKSANAAN APEN PADA PEMERINTAH PROVINSI NTB
DAN KABUPATEN/KOTA SE-NTB

TAHUN 2020

Pada tahun 2020 dana APBN yang diberikan terdiri dari dana Dekonsentrasi
dan dana Tugas Pembantuan. Jumlah total dana APBN yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota baik dana Dekonsentrasi dan dana
Tugas Pembantuan untuk triwulan | sebesar 391.342.881.000 dan telah terealisasi
hingga per 31 Maret 5.629.168.261 atau 1,44% dimana fokus kegiatan masih dalam
tahap administrasi persiapan kegiatan. Terdapat perubahan pagu sebesar Rp.
128.402.812.000,- dari jumlah pagu murni sebesar Rp. 391.342.881.000 menjadi
rasionalisasi sebesar Rp. 262. 940.069.000. Dan untuk Triwulan Il telah terealisasi
hingga per 30 Juni 2020 sebesar Rp.91.349.991.242 atau 34,74% dengan capaian
fisiknya sebesar 20,95% ini menunjukan kinerja untuk Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan masih dibawah 30%, dimana fokus kegiatan masih dalam tahap
persiapan dan proses pelaksanaan. Pagu dekonsentrasi untuk triwulan Il sebesar
Rp. 99.220.191.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 38.109.896.654 atau 38,41%
dengan capaian fisiknya sebesar 17,80% ada penurunan sebesar Rp.
45.292.235.000. Dan pagu untuk tugas pembantuan sebesar Rp. 163.719.878.000
dan telah terealisasi sebesar Rp 53.240.094.588 atau 32,52% dengan capaian
fisiknya sebesar 28,63% ada penurunan sebesar Rp. 83.110.577.000. Penurunan
pagu anggaran disebabkan adanya revisi anggaran dan ada anggaran yang di Nol
kan untuk penanganan penanggulangan pandemic Covid-19. Dan ada 1 Satker yang
belum ada pagu dan realisasinya di Aplikasi E-Monev Bappenas yaitu Satker dengan
Kode 418273 pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Untuk lebih jelasnya, berikut disampaikan capaian realisasi dana APBN Tahun 2020

untuk Triwulan Il dalam bentuk tabel.
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Tabel 60. Capaian Realisasi APBN Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi
NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB

PAGU PAGU

NO JENIS MURNI RASIONALISAS| | REALISASI K
APBN TOTAL | 391.342.881.000 | 262,940,069,000 | 91,349,991,242 | 34.74

1 Dekonsentrasi 144.512.426.000 99,220,191,000 38,109,896,654 | 38.41
Tugas

2 | Pembantuan 246.830.455.000 | 163,719,878,000 | 53,240,094,588 | 32.52

PROVINSI NTB 346.838.237.000 | 255,546,335,000 | 89,527,879,882 | 35.03

1 | Dekonsentrasi 144.512.426.000 99,220,191,000 | 38,109,896,654 | 8.41
Tugas
2 | Pembantuan 202.325.811.000 | 156,326,144,000 | 51,417,983,228 | 32.89

KABUPATEN / 7,393,734,000

C KOTA 44.504.644.000 1,822,111,360 24.64

1 | Dekonsentrasi ) ) B -
Tugas

2 | Pembantuan 44.504.644.000 7,393,734,000 1,822,111,360 | 24.64

Sumber: DJPB Provinsi NTB, 2020 (data diolah)

A. PELAKSANAAN APBN PADA PEMERINTAH PROVINSI NTB

Pelaksanaan APBN pada Pemerintah Provinsi NTB diselenggarakan melalui 2
kewenangan yaitu Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh 47
Satuan Kerja pada Triwulan Il ini. Pagu untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat ada
perubahan Pagu sebesar Rp. 91.291.902.000 yang semula sebesar Rp.
346.838.237.000 menjadi sebesar Rp. 255.546.335.000. Pagu Dekonsentrasi yang
diberikan untuk triwulan | sebesar Rp.114.512.426.000 yang dilaksanakan oleh 46
Satuan Kerja. Sedangkan pagu Tugas Pembantuan sebesar Rp. 202.325.811.000
yang dilaksanakan oleh 8 Satuan Kerja. Dan Pada Triwulan Il jumlah Pagu
Dekosentrasi sebesar Rp.99.220.191.000 dengan realisasinya sebesar Rp.
38.109.896.654 atau 38,41% dengan pencapaian kinerja sebesar 17,80%. Jumlah
penurunan  sebesar Rp. 45.292.235.000. Sedangkan Tugas Pembantuan
dilaksanakan 8 Satuan Kerja dengan pagu untuk Triwulan Il sebesar Rp.
156.326.144.000 dengan realisasinya sebesar Rp. 51.417.983.228 atau 32,89%,
dengan pencapaian kinerja sebesar 25,14%. Jumlah penurunan sebesar Rp.
45.999.667.000. Penurunan pagu pada pelaksanaan APBN pada Pemerintah Provinsi
NTB akibat adanya revisi anggaran dan dan ada anggaran yang di Nol kan untuk

penanganan penanggulangan pandemic Covid-19. Dan ada perubahan jumlah
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Satker yang semula di Triwulan | dilaksanakan 46 Satuan Kerja menjadi 39 Satuan

Kerja. Adapun Satuan Kerja yang di Nol kan anggarannya itu ada 7 (tujuh) tetapi
tetap melaksanakan pengiriman pelaporan meskipun nihil, satuan Kerja tersebut
adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sejumlah 2 (dua), Bappeda sejumlah 1
(satu), Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu sejumlah 1 (satu), Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi sejumlah 1 (satu), Inspektorat sejumlah 1 (satu) dan Sekretariat
Daerah sejumlah 1 (satu). Dari semua 47 Satuan Kerja itu rata rata persentasi fisiknya
masih dibawah 30% itu masih dalam tahap persiapan dan proses pelaksanaan
kegiatan dan ada beberapa Satuan Kerja yang tidak dapat melaksanakan
kegiatannya. Pencapaian kinerja untuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masih
dibawah 30%, yang berarti masih rendah. Untuk jelasnya capaian realisasi APBN tahu
2020 pada Triwulan 1l pada Pemerintah Provinsi NTB dapat dilihat dalam bentuk Tabel
dibawabh ini.

Besaran pagu dan realisasi capaian penyelenggaraan dana APBN pada

Pemerintah Provinsi Triwulan Il Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 61. Capaian Realisasi APBN Tahun 2020 Triwulan Il pada
Pemerintah Provinsi NTB

KODE KELIANGAN FISIK
ND | KEW SATKER NAMA SATKER
PAGL REALISASI % %

A | DINAS KESEHATAN 1.468.317.000 3.19.211.331 4,77 2425

I 0K 230003 | DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA 392.930.000 609.256.231 6136 28407
TENGGARA BARAT

2 0K 233000 | DINAS KESEHATAN PROVINSI NLISA 2.281.300.000 969.331.800 | 42.49 48.00
TENGGARA BARAT

3 0K 239005 | DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA 440|68.000 193.083.200 | 43-58 BE.67
TENGGARA BARAT

4 0K 239006 | DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA J.188.348.000 1120006400 | 35.13 2343
TENGGARA BARAT

] 0K 239007 | DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA 5244.258.000 104600800 | G329 20.00
TENGGARA BARAT

B 0K 239008 | DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA 420.653.000 72233100 | 2233 25.00
TENGGARA BARAT

B | DINAS PENDIDIKAN 0.00 000 | 000 0.00

l 0K 233073 | DINAS PENDIDIKAN DAN 0.00 0.00 0.00 0.00
KEBLIDAYAAN PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT
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KODE KELIANGAN FISIK
NO | KEW SATKER NAMA SATKER
PAGL REALISASI % %

8 0K 361131 | DINAS PENDIDIKAN DAN 0.00 0.00 0.00 0.00
KEBLIDAYAAN PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

C | BAPPEDA 425.377.000 267.07.666 | 6276 0.00

g 0K 230020 | BAPPEDA PROV. NUSA TENGGARA 425.577.000 267.07166E | B2.76 0.00
BARAT

o 0K 48450 | BAPPEDA PROVINSINUSA 0.00 0.00 0.00 0.00
TENGGARA BARAT

D | DINAS KELALITAN DAN PERIKANAN 2.981.206.000 1264.000.892 | 4242 2363

I 0K 233221 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 340.839.000 104003417 | 43.19 0.00
PROV. NUSA TENGGARA BARAT

12 0K 233063 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 166.369.000 87132340 | 8237 121
FROV. NUSA TENGGARA BARAT

13 0K 239066 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.804.778.000 7000838353 | 39.07 226l
PROV. NUSA TENGGARA BARAT

14 0K 239067 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 426.392.000 139.261.000 | 4267 313l
PROV. NUSA TENGGARA BARAT

I 0K 239068 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 112.435.000 §7.620.300 86.8! 75.00
FROV. NUSA TENGGARA BARAT

I6 0K 239069 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 230.313.000 81430000 | 35.36 0.06
FROV. NUSA TENGGARA BARAT

E | DINAS KETAHANAN PANGAN 12.173.963.000 6.928.261.240 | a6.38 17.38

7 0K 239770 | DINAS KETAHANAN PANGAN 12.179.969.000 G.928.261.240 | 5638 17,38
FROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

F | DINAS KOPERASI LKM 2169.017.000 1.043.340.000 | 484 2414

18 0K 230046 | DINAS KOPERASI LISAHA KECIL DAN 2\63.017.000 1.048.340.000 48.41 2404
MENENGAH PROVINSI NLSA
TENGGARA BARAT

G | DINAS PARIWISATA 2623.428.000 0.00 0.00 0.00

3 0K 400595 | DINAS PARIWISATA PROVINSI NUSA 2623.428.000 0.00 0.00 0.00
TENGGARA BARAT

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA

H KEPENDLIDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 22.432.666.000 3402211693 | 42.02 408

20 0K 330333 | DINAS PEMBERDAYAAN 22.432 EBR.0O0D 9452211658 | 4202 4158
MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIFIL PROVINSI NTB

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPLIAN, PERLINDLNGAN ANAK,
I BENEEDALIAN PENDLIDUK DAN KB 420.000.000 83.960.000 | 19.18 0.00
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KODE KELIANGAN FISIK
NO | KEW SATKER NAMA SATKER
PAGL REALISASI % %
2l 0K 230044 | DINAS PEMBERDAYAAN 420.000.000 §3.960.000 1919 0.00
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGEDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT
J | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.761.205.000 737.700.000 | 13.61 0.00
22 0K 230071 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 4.761.205.000 737.700.000 9.6l 0.00
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
K | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSR 4(7.376.000 000 | 000 0.00
23 0K 230024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN 417.376.000 0.00 0.00 0.00
PELAYANAN TERPADL SATU PINTU
PROVINSI NTB
24 0K 433352 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN 0.00 0.00 0.00 0.00
PELAYANAN TERPADL SATU PINTU
FROVINSI NTB
L | DINAS PERDAGANGAN 840.831.000 2394722700 | 2847 10.00
2a 0K 235023 | DINAS PERDAGANGAN PROVINSI 206.782.000 a0.636.200 18.72 0.00
NUSA TENGGARA BARAT
26 0K 233077 | DINAS PERDAGANGAN PROVINSI 284.048.000 188.786.000 | 3232 20.00
NUSA TENGGARA BARAT
M | DINAS PERINDUSTRIAN 2.054.563.000 al6.073.500 | 252 0.00
il 0K 239033 | DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI 2.054.563.000 0l6.073.500 2312 0.00
NUSA TENGGARA BARAT
N | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 483.087.000 89.9i10.000 | 18&l 20.00
28 0K 230038 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN 483.097.000 §9.410.000 8.6l 20.00
KEARSIPAN PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT
0 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBLNAN 140.480.330.000 | 4ZED0.863.336 | 30.33 1747
Vb 0K 235009 | DINAS PERTANIAN DAN 3.149.265.000 941.771.280 | 28.80 30.89
PERKEBLINAN PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT
30 0K 239011 | DINAS PERTANIAN DAN 1.872.480.000 239.853.359a 13.88 0.00
PERKEBLINAN PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT
dl 0K 233071 | DINAS PERTANIAN DAN 6.301.877.000 2273.001.250 | 3388 40,34
PERKEBLINAN PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT
32 0K 239072 | DINAS PERTANIAN DAN .081.456.000 302.726.274 2216 2a.00
PERKEBLINAN PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT
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VIOE KELIANGAN FISIK
NO KEW SATKER NAMA SATKER
PAGLI REALISASI % %

33 1] 239224 | DINAS PERTANIAN DAN 13.771.346.000 a.946.837.241 4318 34.08
PERKEBLINAN PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

34 TP 239126 | DINAS PERTANIAN DAN 79.986.494.000 17.836.508.221 22312 2473
PERKEBLINAN PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

da TP 239127 | DINAS PERTANIAN DAN 3.687.547.000 120.243.900 3.26 1418
PERKEBLNAN PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

36 TP 239128 | DINAS PERTANIAN DAN 13.203.985.000 3.307.095.21a 2043 217
PERKEBLNAN PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

37 TP 239133 | DINAS PERTANIAN DAN |6.866.240.000 11.485.920.541 B8.10 48,37
PERKEBLINAN PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

P | DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN 11.527.4(6.000 3.A75.754.000 | 3189 19.66

38 TP 239129 | DINAS PETERNAKAN DAN 10.058.416.000 3.080.486.000 Ja.6a 39.31
KESEHATAN HEWAN PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

34 TP 239133 | DINAS PETERNAKAN DAN 1.469.000.000 90.268.000 B.14 0.00
KESEHATAN HEWAN PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

0 | DINAS PEKERJAAN LIMUM DAN PR 31.054.462.000 14.921.555.343 | 48.05 25.87

40 TP 239734 | DINAS PEKERJAAN LIMLUM DAN 21.250.418.000 11.035.272.600 al g3 26.34
PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

4 TP 239237 | DINAS PEKERJAAN LIMUM PROVINSI 9.804.044.000 3.886.282.743 349.64 Z2a.00
NTR

R | DINAS SOSIAL 8.129.076.000 24130300 | 29.42 9.39

42 DK 230017 | DINAS SOSIAL PROVINSINUSA 121.660.000 48.78a.000 38.4b 0.00
TENGGARA BARAT

43 1] 239020 | DINAS SOSIAL PROVINSINUSA 1.323.074.000 B09.336.600 4h.05 4,38
TENGGARA BARAT

44 1] 239021 | DINAS SOSIAL PROVINSINUSA 283.200.000 26.600.000 9.20 0.00
TENGGARA BARAT

43 K 233023 | DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA 4.398.062.000 1.281.155.300 9.3 20.30
TENGGARA BARAT

4k DK 418834 | DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN 200.000.000 ab.270.000 28 14 26.67
DAN CATATAN SIPIL PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

47 DK 418974 | DINAS SOSIAL PROVINSINUSA 1.863.080.000 390.983.400 2089 0.00
TENGGARA BARAT

S | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 5.971.739.000 2170.224200 | 36.34 4.87
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KODE KELIANGAN FISIK
NO | KEW SATKER NAMA SATKER
PAGL REALISASI % %
48 0K 233028 | DINAS TENAGA KERJA DAN 472.012.000 168.377.200 | 3367 0.00
TRANSMIGRASI PROV. NUSA
TENGGARA BARAT
49 0K 239076 | DINAS TENAGA KERJA DAN 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSMIGRASI PROV. NUSA
TENGGARA BARAT
all 0K 238775 | DINAS TENAGA KERJA PROV. NUSA 4.841.708.000 1700631800 | 3626 16.02
TENGGARA BARAT (13)
al 0K 239916 | DINAS TENAGA KERJA DAN a06.638.000 143.009.800 234 14,58
TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT
a2 0K 418273 | DINAS TENAGA KERJA DAN 151.381.000 47.200.400 4.2 0.00
TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT
T | INSPEKTORAT 0.00 000 | 000 0.00
a3 0K 4B4IGI | INSPEKTORAT PROVINSI NUSA 0.00 0.00 0.0o 0.00
TENGGARA BARAT
U | SEKRETARIAT DAERAH 0.00 000 | 000 0.00
24 0K 239738 | SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI 0.00 0.00 0.0o 0.00
NUSA TENGGARA BARAT

Sumber: DJPB Provinsi NTB, 2020 (data diolah)

B. PELAKSANAAN APBN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Dana APBN (Tugas Pembantuan) pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-
Provinsi NTB pada Triwulan | sebesar Rp.44.504.644.000 dengan realisasi sebesar
Rp. 264.250.000 atau 0,59% yang dilaksanakan oleh 5 Kabupaten yaitu Kabupaten
Lombok Barat sebanyak 2 Satuan Kerja, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 1
Satuan Kerja, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 2 Satuan Kerja, Kabupaten
Sumbawa sebanyak 2 Satuan Kerja, dan Kabupaten Bima sebanyak 3 Satuan Kerja.

Untuk Triwulan 1l ada perubahan Pagu sebesar Rp.37.110.910.000 yang
semula Pagu Murninya sebesar 44.504.644.000 menjadi sebesar Rp.7.393.734.000
dengan realisasi sebesar Rp.1.822.111.360 atau 24,54%. Dan ada 2 Satker yang
anggarannya di Nol kan untuk penanganan pandemi Covid-19 vyaitu Satker Dinas
Tenaga Kerja Lombok Barat dan Satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Lombok Tengah. Jadi pelaksanaannya oleh 4 Kabupaten dan 8 satuan Kerja.
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prosentase Keuangan untuk Tugas Pembantuan sebesar 24.64% dan capaian

prosentase fisiknya sebesar 33,13%. Ini berarti capaian kinerjanya masih rendah.

Adapun capaian realisasi dari pelaksanaan APBN (Tugas Pembantuan) pada

Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2020 sampai dengan Triwulan 11 (30 Juni)

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 62. Capaian Realisasi APBN Tahun 2020 Triwulan Il pada
Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB

KODE

ND-KEW e

NAMA SATKER

DINAS KELALITAN DAN PERIKANAN
KAB. LOMBOK BARAT

KEUANGAN

FAGL

fl0.0oo.000

REALISAS!

75.438.000

68.63

FISIK

0.00

f P 239242
2 P 239243
ki P 239248

DINAS TENAGA KERJA KABLPATEN
LOMBOK BARAT

DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KAB. LOMBOK
TENGAH

603,330,000

042,830,000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4 P 230340 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 140,000,000 126.055.400 g0.04 100.00
KAB. LOMBOK TIMUR
a P 239253 | DINAS PERTANIAN KAB. LOMBOK 212,300,000 99.476.000 46.86 a0.00

TIMUR

SUMBAWA

b P 230074 | DINAS SOSIAL KABUPATEN 1.071.440,000 413.573.460 38.60 18.97
SUMBAWA
I P 230376 | DINAS PERTANIAN KABLIPATEN 1.718.060.000 728.866.200 13.32 41,38

8 1P 230459 | DINAS SOSIAL KABUPATEN RIMA B882.440,000 258.010.700 28.24 15.38
g I 239080 | DINAS KELALTAN DAN PERIKANAN 1.676.770.000 479,830,000 28.62 33.33
KAB BIMA
i I 350329 | DINAS NAKERTRANS KAB. BIMA 386.454.000 140.799,000 36.43 I6.67
PEMERINTAH KABLIPATEN/KOTA 7.393.734.000 1.822.111.360 74,54 32
Sumber: DIPB Provinsi NTB, 2020 (data diolah)
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BAB Il
PENLITUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan APBN Tahun 2020 hingga Triwulan | (31 Maret) baik pada
Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota masih terlihat rendah.
Total dana APBN yang diberikan sebesar Rp.391.342.881.000 dan yang telah
terealisasi sebesar Rp.5.629.168.261 atau hanya 1,44%. Pada Pemerintah Provinsi
NTB dana APBN sebesar Rp.346.838.237.000 dan telah terealisasi sebesar
Rp.5.364.918.261 atau 1,55% yang terdiri dari (1) Dana Dekonsentrasi sebesar
Rp.144.512.426.000 dan yang terealisasi sebesar Rp.3.399.780.514 atau 2,35% dan
(2) Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.202.325.811.000 dan telah terealisasi
sebesar Rp.1.965.137.747 atau 0,97%. Pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB
jumlah dana APBN (Tugas Pembantuan) yang dikelola sebesar Rp.44.504.644.000
dan yang terealisasi sebesar Rp.264.250.000 atau 0,59%.

Untuk pelaksanaan APBN pada Triwulan 1l (30 Juni) pada Pemerintah Provinsi
NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota Total dana APBN yang diberikan sebesar
Rp.262.940.069.000 dengan realisasi sebesar Rp.91.349.991.242 atau 34,74%.
Untuk Pemerintah Provinsi NTB dana APBN sebesar Rp.255.546.335.000 telah
terealisasi sebesar Rp.89.527.879.882 atau 35,03% yang terdiri dari (1) Dana
Dekonsentrasi sebesar Rp.99.220.191.000 dan yang terealisasi sebesar Rp.
38.109.896.654 atau 38,41 dengan pencapaian kinerja sebesar 17,80% dan (2) Dana
Tugas Pembantuan sebesar Rp.156.326.144.000 dan telah terealisasi sebesar
Rp.51.417.983.228 atau 32,89%. dengan pencapaian kinerja sebesar 25,14%. Untuk
Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB jumlah dana APBN (Tugas Pembantuan) yang
dikelola sebesar Rp.7.393.734.000 dan yang terealisasi sebesar Rp.1.822.111.360
atau 24,64 dengan pencapaian kinerja sebesar 32,11%.

Masih rendahnya capaian realisasi dari pelaksanaan dana APBN Tahun 2020
hingga Triwulan Il (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) secara umum disebabkan

beberapa hal antara lain:
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1. Masih dalam tahap persiapan berupa penyiapan administrasi pengelola keuangan

pada Satuan Kerja dan persiapan administrasi lainnya;

2. Masih ada dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) dalam kategori
Blokir;

3. Belum adanya petunjuk teknis terkait pelaksanaan kegiatan dari Kementerian /
Lembaga yang memberikan dana APBN;

4. Masih adanya revisi anggaran program/kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja
akibat recofusing program/kegiatan yang dialihkan untuk penanganan pandemi
Covid-19.

5. Ada beberapa Satker yang anggarannya di Nol kan sehingga tidak bisa

melanjutkan Program dan Kegiatannya.

B. SARAN
Untuk mempercepat pelaksanaan dan penyerapan dana APBN baik pada

Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB, maka disarankan

1. Memperkuat koordinasi antara Satuan Kerja pelaksana dengan
Kementerian/Lembaga yang memberikan APBN baik dalam penataan administrasi
dan petunjuk teknis yang diperlukan secara terjadwal dengan pemanfaatan
teknologi informasi (video conference) maupun media lainnya;

2. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan DJPB Kementerian Keuangan
Provinsi NTB terkait dengan administrasi keuangan;

3. BAPPEDA Provinsi NTB dan BAPPEDA Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB
melakukan pemantauan dan monitoring terhadap seluruh Satuan Kerja di wilayah
kerja masing-masing dan melaporkan secara berkala kepada pihak-pihak terkait;

4. Satuan Kerja dihimbau untuk terus melakukan pelaporan capaian pelaksanaan
kegiatan kepada Kementerian/Lembaga pemberi APBN, Kementerian Keuangan
maupun BAPPEDA melalui aplikasi yang telah disediakan secara rinci baik dalam
penentuan lokasi kegiatan (peta dan titik koordinat) dan dokumentasi kegiatan
berupa foto dan video secara up to date sehingga memudahkan dalam proses

monitoring sekaligus akuntabilitas kinerja bagi Satker pelaksana kegiatan.
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